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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1.Latar Belakang 
Dalam beberapa tahun terakhir ini, perekonomian Kota Tarakan mengalami  
perkembangan yang cukup pesat. Kondisi ini ditandai oleh laju pertumbuhan ekonomi 
rata-rata 6,7 persen per tahun, jauh diatas dari rata-rata Nasional sebesar 5,76 persen 
dalam kurun waktu 2009-2011. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran merupakan 
sumber utama pencapaian laju pertumbuhan ekonomi, disamping karena laju 
pertumbuhannya yang cukup tinggi juga sebagai penyumbang terbesar terhadap 
pembentukan nilai tambah PDRB yaitu rata-rata 41,2 persen dalam kurun waktu 2009-
2011.  
Besarnya sumbangan sektor perdagangan tercermin dari kegiatan perdagangan 
masyarakat tidak hanya terjadi didalam Kota Tarakan, tetapi juga perdagangan antar 
pulau. Perdagangan antar pulau dapat dilihat dari kontribusi ekspor terhadap 
pembentukan PDRB meningkat setiap tahun dari 82,64 persen pada tahun 2009 
menjadi 86,30 persen pada tahun 2011. Dari sisi impor, juga terlihat mengalami 
peningkatan secara signifikan, meskipun tidak secepat dengan pertumbuhan 
ekspor.Kondisi ini menunjukkan bahwa arus perdagangan barang semakin berkembang 
yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Tarakan. 
Peningkatan arus perdagangan baik di dalam pulau maupun antar pulau 
disamping berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat juga 
terhadap peningkatan pendapatan daerah melalui penerimaan pajak dan 
retribusi.Namun yang berkembang selama ini, khususnya wilayah perbatasan di 
Kalimantan Utara adalah banyaknya komoditas yang diperdagangkan secara 
illegal.Beberapa produk Malaysia diperdagangkan di wilayah perbatasan seperti 
Nunukan, Sebatik dan bahkan ke daerah lain di Indonesia berstatus illegal, sebaliknya 
beberapa produk Indonesia yang diperdagangkan di wilayah perbatasan Tawao juga 
berstatus illegal. Perdagangan secara illegal di wilayah perbatasan nampaknya menjadi 
fokus diskusi di media pada akhir tahun 2013 terutama perdagangan Tabung Gas 
Elfiji, bahan bakar untuk mesin perahu motor/kapal dan gula pasir, serta beberapa 
komoditas lainnya yang diproduksi secara lokal di wilayah Tarakan.  Jika kondisi 
tersebut berlanjut tanpa kebijakan yang mengatur, maka akan berdampak kurang 
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menguntungkan bagi perekonomian daerah Kota Tarakan maupun perekonomian 
nasional. Meskipun diakui bahwa perdagangan secara illegal di wilayah perbatasan 
mempunyai dampak positif terhadap pelaku ekonomi terutama margin keuntungan 
yang diperoleh relative besar akibat tidak ada tariff ataupun pajak ekspor, dan juga 
dapat membuka lapangan kerja. Namun secara makro terdapat beberapa contoh 
dampak kurang baik antara lain: jenis dan volume barang yang diperdagangkan tidak 
terdata dengan baik, biaya transaksi menjadi mahal akibat dari perlakuan pungutan liar 
yang tidak jelas besarannya, tidak berkontribusi terhadap pendapatan daerah terutama 
PAD, tidak menambah penerimaan devisa dsb.   
Arus perdagangan antar pulau khususnya di wilayah perbatasan mempunyai 
sejumlah tantangan dan permasalahan yang cukup kompleks yang berbeda dengan 
perdagangan wilayah non-perbatasan, sehingga keterlibatan berbagai unsur pemerintah 
sangat dibutuhkan untuk merumuskan kebijakan perdagangan spesifik di wilayah 
perbatasan dan tidak berlaku umum  di wilayah lain. Oleh karena itu, kajian evaluasi 
permasalahan dan penyusunan kebijakan perdagangan di wilayah perbatasan sangat 
penting untuk dilakukan. 
 
1.2. Tujuan Kegiatan 
1.2.1. Menganalisis gambaran umum lokasi survey wilayah perbatasan Sebatik, 
Nunukan, dan Tarakan 
1.2.2. Mengidentifikasi dan menganalisis jenis dan  jumlah komoditas yang 
diperdagangkan (ekspor dan impor) di wilayah perbatasan  
1.2.3. Mengindentifikasi dan menganalisis evaluasi permasalahan dan tantangan 
perdagangan di wilayah perbatasan Kota Tarakan. 
1.2.4. Mengidentifikasi regulasi yang berkaitan dengan perdagangan perbatasan 
1.2.5. Menyusun kebijakan perdagangan lintas batas yang komprehensif dan 
terpadu. 
 
1.3. Output 
 
Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah rumusan kebijakan yang 
tertuang ke dalam Dokumen Laporan. 
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BAB II   
METODE PENELITIAN 
 
2.1.Pendekatan Penelitian 
Kegiatan pengkajian ini dilakukan melalui pendekatan survey lapangan. 
Pendekatan analisisnya adalah pendekatan statistik-deskriptif dan pendekatan 
kualitatif. Pendekatan analisis kualitatif dilakukan berdasarkan informasi yang 
diperoleh dari hasil survey lapangan  dalam bentuk wawancara kepada responden 
(pedagang) dan informan kunci atau hasil Focus Group Discussion (FGD). Sementara 
analisis statistik-deskriptif dilakukan berdasarkan  data-data kuantitatif yang diperoleh 
dari data sekunder. 
 
2.2.Ruang Lingkup Dan Lokasi Penelitian  
Secaragaris besar, lingkup penelitian inidibagiatas3kategori: (i) Gambaran 
umum lokasi survey di wilayah perbatasan yaitu Sebatik dan Nunukan, (ii) Identifikasi 
dan analisis permasalahan baik yang diperoleh dari pedagang maupun dari unsur 
pemerintah daerah Kota Tarakan, dan identifikasi jenis komoditas yang 
diperdagangkan antar pulauserta identifikasi regulasi, (iii) Penyusunan rekomendasi 
kebijakan perdagangan khusus di wilayah perbatasan. Lokasi Penelitian adalah di Kota 
Tarakan, Tawau Malaysia dan wilayah perbatasan seperti Nunukan dan Sebatik.Waktu 
pelaksanaan selama 5 (lima) bulan sejak ditanda tanganinya kontrak kerja. 
 
2.3.Data Dan Teknik Pengumpulan Data 
Data yang akan dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder baik berupa 
kualitatif maupun kuantitatif.Teknik pengumpulan adalah wawancara atau FGD. 
Teknik wawancara dilakukan kepada responden (pedagang)  daninforman kunci pada 
Konsul RI Tawau dan Kementerian Perdagangan Tawau. Jika teknik FGD dilakukan 
khusus untuk unsur aparat pemerintah Kota Tarakan. Responden yang dimaksud 
adalah  pelaku ekonomi (pedagang) di masing-masing wilayah perbatasan dan unsur 
pemerintah daerah (Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi, Imigrasi, 
Beacukai, Perikanan, Peternakan, Pertanian, DP2KA, Konsul RI Tawau, dan 
Kementerian Perdagangan Tawau).  Penentuan responden pedagang dilakukan secara 
acak dan jumlahnya direncanakan 10-20 orang per setiap wilayah perbatasan. Jenis 
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data yang akan dikumpulkan antara lain: jenis komoditas yang diperdagangkan, jumlah 
retribusi yang dipungut pemerintah, jumlah pajak yang dibayar ketika barang dagangan 
dijual ke Malaysia, dan jumlah tarif ketika barang diimpor dari Malaysia, keuntungan 
yang diperoleh pedagang, permasalahan dan tantangan yang dihadapi, proses barang 
dagangan keluar dan masuk dari ke wilayah, dukungan kebijakan pemerintah baik 
dukungan kelembagaan, maupun dukungan infrastruktur dan regulasi. Data sekunder 
berupa data makro volume perdagangan antar pulau (ekspor dan Impor) khususnya 
dari  dan keNegara  Malaysia, serta dokumen kebijakan perdagangan yang 
mendukung. 
 
2.4.Metode Analisis Data  
Metode analisisnya adalah analisis statistic-deskriptif dan kualitatif. Metode 
statistik deskriptif yakni mendeskripsikan dan menganalisis data sekunder, sementara 
analisis kualitatif  diperuntukkan  untuk analisis permasalahan, potensi, dan tantangan 
serta analisis perumusan kebijakan.  
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BAB III 
GAMBARAN UMUM LOKASI SURVEY 
 
3.1. Gambaran Umum Kabupaten Nunukan 
3.1.1. Kondisi Geografi dan Kependudukan 
Kabupaten Nunukan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan 
Timur yang mempunyai posisi yang cukup strategis ditinjau dari peta lalu lintas antar 
negara. Wilayahnya berada pada wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Di sebelah 
Utara berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Timur-Sabah, 
sebelahTimurdenganLaut Sulawesi, sebelah Selatan dengan Kabupaten Bulungan dan 
Kabupaten Malinau, sebelah Barat berbatasan langsung dengan Negara Malaysia 
Timur-Serawak. 
Luas wilayah Kabupaten Nunukan sebanyak 14.247,50 Km2 yang terbagi atas 15 
kecamatan dan 240 desa. Kecamatan Lumbis Ogong merupakan kecamatan dengan 
wilayah terluas, yaitu 3.357,01 km
2
 atau sekitar 23,56 persen dari luas Kabupaten 
Nunukan. Kecamatan Krayan menempati urutan kedua terluas setelah Lumbis Ogong 
dan mempunyai jumlah desa terbanyak yaitu 65 desa dengan luas 1.83,74 Km2. Luas 
wilayah terkecil ditempati oleh Kecamatan Sebatik Utara, yaitu 15,39 km
2
 atau sekitar 
0,11% dari luas Kabupaten Nunukan. Kecamatan Nunukan yang juga merupakan 
ibukota kabupaten memiliki luas wilayah 564,50 km
2
 atau sekitar 3,96% dari luas 
wilayah Kabupaten.  
 
Tabel 3.1. Luas Wilayah Kabupaten Nunukan dan jumlah penduduk dirinci menurut  
Kecamatan dan Desa, 2011 
Kecamatan Desa Luas 
Wilayah 
Jumlah 
Penduduk 
Kepadatan 
Penduduk 
    (km²) (Jiwa) (Jiwa/Km²) 
Krayan 65 1 834,74 7 295 3,98 
Krayan Selatan  24 1 757,66 2 248 1,28 
Lumbis 28 290,23 4 966 17,11 
LumbisOgong 49 3 357,01 5 278 1,57 
Sembakung 20 2 042,66 8 519 4,17 
Nunukan 5 564,5 52 164 92,41 
SeiMenggaris 4 850,48 7 673 9,02 
Nunukan Selatan 4 181,77 14 594 80,29 
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Sebuku 10 1 608,48 10 044 6,24 
TulinOnsoi 12 1 513,36 6 606 4,37 
Sebatik 4 51,07 4 266 83,53 
SebatikTimur 4 39,17 11 499 293,57 
Sebatik Tengah 4 47,71 6 736 141,19 
Sebatik Utara 3 15,39 5 186 336,97 
Sebatik Barat 4 93,27 7 195 77,14 
Jumlah 240 14 247,50 154 269 10,83 
    
Sumber: Kabupaten Nunukan dalam Angka, 2012 
 
Dengan luas wilayah tersebut, pada tahun 2011 Kabupaten Nunukan dihuni oleh 
penduduk sebanyak 154.269 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 10,83 
jiwa/km
2
. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Nunukan sebanyak 52.164 
(33,81 % dari total penduduk) dengan tingkat kepadatan sebesar 92,41 pada tahun 
2011. Kecamatan Nunukan mempunyai jumlah penduduk terbanyak namun seiring 
dengan luas wilayah yang juga cukup luas sehingga tingkat kepadatannya relative lebih 
kecil. Akan tetapi dua kecamatan yang cukup padat yaitu Kecamatan Sebatik Timur 
dan Kecamatan Sebatik Utara dimana luasnya masing-masing sangat kecil namun 
jumlah penduduk yang berdomisili di kecamatan tersebut cukup besar. Tingkat 
kepadatan penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Sebatik Utara yaitu setiap 1 Km2 
dihuni oleh penduduk sebanyak 336,97, kemudian terpadat kedua adalah Kecamatan 
Sebatik Timur dengan tingkat kepadatan sebanyak 293,57 Km2.Terkonsentrasinya 
penduduk pada wilayah-wilayah tertentu mengindikasikan bahwa wilayah tersebut 
lebih berkembang aktivitas ekonominya dibandingkan dengan wilayah-wilayah 
lainnya.  
Pada tahun 2012, jumlah penduduk di Kabupaten Nunukan bertumbuh sangat 
cepat dibandingkan dengan tahun 2011 yakni meningkat dua kali lipat dari 154.269 
menjadi 326.824 jiwa (BPS, on line) yang tersebar pada 15 kecamatan. Pertumbuhan 
penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Nunukan Selatan, kemudian Kecamatan 
Nunukan. Penduduk di Kabupaten Nunukan lebih didominasi oleh penduduk laki-laki. 
Pada tahun 2012, jumlah penduduk laki-laki sebnya 174.448 jiwa, sedangkan jumlah 
penduduk perempuan sebanyak 152.365 jiwa.  
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Persentase penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang bersedia untuk terlibat 
dalam proses produksi (pasar kerja) mengalami peningkatan setiap tahun. Hal ini 
tercermin dari tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) meningkat dari 64,89 persen 
pada tahun 2009 menjadi 67,73 persen pada tahun 2012.  Ditinjau dari komposisi 
angkatan kerja terlihat bahwa tidak semua penduduk yang tergolong angkatan kerja 
terserap ke dalam lapangan kerja. Selama periode 2009-2012, persentase penduduk 
yang berumur 15 tahun ke atas dan bekerja rata-rata 60,42 persen per tahun. Sementara 
penduduk yang tergolong angkatan kerja dan masih mencari pekerjaan (status 
menganggur) rata-rata 6,17 persen. Dalam periode 2009-2012, tingkat pengangguran 
terbuka meningkat setiap tahun dari 3,86 persen menjadi 9,3 persen. Hal ini 
mengindikasikan bahwa ketersediaan lapangan kerja di Kabupaten Nunukan masih 
belum mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang bersedia bekerja.  
Gambar 3.1.  Persentase Penduduk umur 15 tahun ke atas yang bekerja  
 dan mencari pekerjaan 
 
Sumber: Kabupaten Nunukan Dalam Angka, 2012 dan BPS via online 2012 
 
Meskipun penduduk yang bekerja sudah relative banyak, namun dilihat dari tingkat 
pendidikan tenaga kerja nampaknya masih sangat rendah. Pada tahun 2012, dari 58,43 
persen penduduk yang bekerja, sebesar 40,64 persen hanya memperoleh jenjang 
pendidikan SD ke bawah. Sementara tenaga kerja yang memperoleh tingkat 
pendidikan SLTP dan SLTA ke atas hanya berkisar 8,90 persen dan 8,89 persen dari 
total penduduk yang berumur 15 tahun ke atas.   Tingkat pengangguran di kabupaten 
ini masih didominasi oleh tenaga kerja yang berpendidikan SLTP sebesar 3,88 persen 
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dan SLTA ke atas 3,16 persen. Ini mengindikasikan bahwa pencari kerja di Kabupaten 
Nunukan relative semakin membaik dilihat dari aspek pendidikan yang ditammatkan.  
Secara umum kondisi tenaga kerja di Kabupaten Nunukan cukup rendah dan turut 
mempengaruhi tingkat upah yang diterima. Hal ini nampak dari adanya perbedaan 
antara tingkat kebutuhan hidup layak dan upah minimum. Dalam kurun waktu periode 
2007-2012, rata-rata kebutuhan hidup layak meningkat setiap tahun dari 1,28 juta pada 
tahun 2007 menjadi 1,77 juta pada tahun 2012. Namun rata-rata upah minimum selalu 
lebih rendah dari kebutuhan  hidup layak.  
 
Gambar 3.2. Perkembangan Rata-rata upah minimum dan rata-rata kebutuhan 
hidup layak 
II.  
Sumber: Nunukan dalam Angka, 2012 
 
Sebagai wilayah perbatasan, mobilitas manusia dan barang cukup tinggi. Pada 
tahun 2012, jumlah pelintas batas warga Malaysia yang berangkat dan datang paling 
banyak terjadi pada bulan November dan Desember. Penduduk Malaysia yang 
berangkat pada bulan November sebesar 1.713, sementara penduduk yang datang 
mencapai 3.151 orang. Akan tetapi pada bulan Desember kondisi yang terbalik, jumlah 
pelintas batas yang datang sebanyak 1.978 orang dan penduduk yang berangkat 
sebanyak 3.322 orang. Selama satu tahun (2012), jumlah pelintas batas warga 
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Malaysia yang datang lebih banyak (15.025) dibandingkan dengan penduduk yang 
berangkat (13.918). Kondisi tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya. Jumlah pelintas batas Warga Negara Malaysia yang datang pada tahun 
2011 mencapai 13.813 orang, meningkat sebesar 11,07% dibandingkan dengan tahun 
2010.  
Jika dibandingkan dengan pelintas batas warga negara Indonesia yang 
berangkat dan datang dari Malaysia jauh lebih besar daripada pelintas batas warga 
Malaysia. Pada tahun 2011 jumlah pelintas batas Warga Negara Indonesia yang datang 
sebesar 181.785 orang, sedangkan yang berangkat ke Malaysia  sebesar 203.115 orang.  
   Gambar 3.3. Jumlah Pelintas Batas Warga Malaysia, 2012 
 
Sumber: BPS, on line 2014 
 
3.1.2.Kondisi Pembangunan Sosial Kabupaten Nunukan 
Perhatian pemerintah daerah Kabupaten Nunukan terhadap pembangunan sosial khususnya di 
bidang pendidikan cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari capaian jumlah sekolah menurut 
jenjang pendidikan cukup memadai. Pada tahun 2012, jumlah sekolah yang dapat menampung  
penduduk usia dini sebanyak 37 sekolah, SD sebanyak  142 sekolah termasuk SD swasta dan 
SD negeri, SLTP sebanyak 47, dan SLTA sebanyak 25 sekolah (Swasta dan Negeri).  
 Jumlah murid yang memasuki usia sekolah menurut jenjang pendidikan juga 
tergambar cukup banyak.  Jumlah murid  pada jenjang pendidikan TK sebanyak  1665 orang. 
Ini berarti setiap satu sekolah dapat menampung murid rata-rata 45. Jumlah murid  yang 
menduduki jenjang pendidikan sekolah dasar sebanyak 23.088,  dan pada jenjang SLTP dan 
SLTA jumlahnya semakin  sedikit. Ini berarti semakin tinggi jenjang pendidikan semakin 
sedikit murid yang menduduki  bangku sekolah.  Jika dicermati dari sisi rasio murid terhadap 
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sekolah,  tergambar bahwa pada jenjang SLTA, setiap satu sekolah menampung jumlah siswa 
sebanyak 233 orang. 
 
 
 
 
Tabel 3.2. Jumlah Sekolah dan Murid menurut Jenjang Pendidikan, 2012 
  Jumlah Sekolah Jumlah Peserta Didik 
  TK SD SLTP SLTA TK SD SLTP SLTA 
Krayan  3 21 4 5 102 1230 489 474 
Krayan 
Selatan  
1 6 3 1 38 457 181 47 
Lumbis  1 10 2 1 79 1071 524 415 
Lumbis Ogong 0 10 3 0 0 883 126 0 
Sembakung  1 18 6 1 22 1315 355 1380 
Nunukan  12 19 8 7 774 7385 2348 1188 
Sei Menggaris 1 4 2 0 33 908 226 0 
Nunukan 
Selatan  
3 8 5 1 126 2069 1081 638 
Sebuku 4 11 3 1 124 1271 215 218 
Tulin Onsoi 1 8 2 2 47 1074 436 189 
Sebatik 2 3 3 1 77 696 385 675 
Sebatik Timur 2 7 1 1 102 1775 258 84 
Sebatik 
Tengah  
2 6 2 1 52 984 372 217 
Sebatik Utara 2 3 1 1 78 845 792 39 
Sebatik Barat  2 7 2 2 46 1125 415 266 
  37 142 47 25 1665 23088 8203 5830 
Sumber: Statistik Indonesia, 2014 
Penyediaan sarana sekolah per kecamatan  khususnya pada jenjang Sekolah Dasar tidak 
mengikuti banyaknya jumlah usia sekolah. Beberapa kecamatan yang mempunyai jumlah 
sekolah dasar yang relative  banyak namun jumlah muridnya relative sedikit dibandingkan 
dengan kecamatan lainnya. Misalnya Kecamatan Krayan, rasio murid-sekolah sebesar 59, 
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sementara di Kecamatan Nunukan rasio murid sekolah sebanyak 318. Ini berarti  setiap 1 
sekolah menampung murid sebanyak 59, dan di Kecamatan Nunukan, setiap satu sekolah 
menampung murid sebanyak 318. Kondisi yang sama jenjang SLTP, di Kecamatan Sebatik 
Utara  hanya terdapat satu SLTP sementara jumlah murid relative cukup besar, dibandingkan 
dengan Kecamatan Lumbis Opong yang mempunyai tiga SLTP namun jumlah murid relative 
sedikit.  
Rasio murid terhadap guru untuk seluruh jenjang pendidikan masih berada dalam batas normal 
baik sekolah swasta maupun sekolah negeri. Hal ini berarti ketersediaan guru di Kabupaten 
Nunukan relative cukup memadai untuk melayani  murid yang sedang menempuh pendidikan. 
Untuk jenjang SD, setiap guru  melayani 13 murid  di Sekolah Swasta dan 14 murid per guru 
di sekolah negeri.  Dengan beban seperti itu, guru dapat melakukan pembelajaran dengan baik. 
Untuk SLTA negeri dan swasta cukup berbeda, dimana pada sekolah menengah swasta, 
ketersediaan guru relative lebih banyak dibandingkan dengan jumlah siswa, sementara untuk 
SLTA negeri rasio siswa-guru cukup ideal, setiap guru dapat melayani siswa sebanyak 17 
orang.    
 
Gambar 3.4. Rasio Murid-Guru di Kabupaten Nunukan, 2011 
 
Sumber: Nunukan Dalam Angka, 2012 
 
Ketersediaan guru di Kabupaten Nunukan relative memadai namun tidak merata pada setiap 
kecamatan. Misalnya di Kecamatan Krayan, untuk jenjang pendidikan SD terdapat guru 
sebanyak 235, sementara di Kecamatan Nunukan Selatan, jumlah guru sebanyak 80. Jika 
dibandingkan dengan jumlah peserta didik pada kedua kecamatan tersebut sangat berbeda 
sehingga cukup mempengaruhi beban guru. Di kecamatan Krayan, rasio murid-guru  adalah 5 
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artinya setiap guru SD negeri hanya melayani 5 murid, sementara di Kecamatan Nunukan 
Selatan rasio murid guru sebanyak 17 yang artinya setiap guru melayani 17 murid. Ini berarti 
jumlah guru SD di Kecamatan Krayan cukup banyak. Untuk meningkatkan pelayanan yang 
maksimal kepada peserta didik, seyogyanya ada kebijakan pemerintah untuk mendistribusikan 
guru-guru.  Di kecamatan Nunukan sebagai ibukota Kabupaten Nunukan, jumlah guru SD 
relative banyak namun jumlah peserta didik juga relative banyak. Bahkan jika dibandingkan 
dengan kecamatan yang lain nampak bahwa beban guru SD di Kecamatan Nunukan cukup 
besar yakni 22 murid per setiap guru.  
 
3.1.3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nunukan 
Perekonomian Kabupaten Nunukan mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam tiga 
tahun terakhir. Kondisi tersebut tercermin dari laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai, 
dimana pada tahun 2010 sebesar 5,63 persen meningkat menjadi 7,13 persen pada tahun 2012. 
Pada tahun 2012, ada tiga sektor yang bertumbuh cukup cepat dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya yaitu sektor perdagangan, hotel, dan restoran, industri pengolahan, angkutan dan 
telekomunikasi, dan listrik, gas dan air minum.  
Gambar 3.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nunukan  
menurut lapangan usaha, 2010-2012 
 
Sumber: Kabupaten Nunukan Dalam Angka, 2013 
 
Sektor perdagangan, hotel, dan restoran mengalami pertumbuhan paling cepat dibandingkan 
dengan ketiga sektor lainnya.Selebihnya cenderung mengalami penurunan di tahun 2012.  
Khusus untuk industri pengolahan, meskipun bertumbuh cepat di tahun 2012, namun belum 
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menyamai pertumbuhan ekonomi yang dicapai pada tahun 2010  sebesar 39,82 persen. Ini 
berarti sektor perdagangan di Kabupaten Nunukan telah mendorong aktivitas ekonomi 
bergerak lebih cepat. 
Ditinjau dari kontribusi masing-masing lapangan usaha, sektor pertambangan dan penggalian 
merupakan penyumbang terbesar pembentukan nilai PDRB dengan rata-rata 50  persen, 
kemudian sektor pertanian dengan rata-rata 22,96 persen dan sektor perdagangan, hotel dan 
restoran sebesar 10,51 persen. Selama tiga tahun terakhir, perkembangan kontribusi sektor 
pertambangan mengalami peningkatan, sementara sektor-sektor lainnya mengalami penurunan 
termasuk sektor pertanian. Besarnya peran sektor pertambangan dan penggalian menandakan 
bahwa Kabupaten Nunukan masih bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam baik yang 
dapat diperbaharui maupun Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. 
 
Gambar 3.6. Kontribusi PDRB menurut Lapangan Usaha (Harga Konstan), 2010-2012 
 
Sumber: Statistik Indonesia, 2013 
 
Pendapatan per kapita menurut harga berlaku di Kabupaten Nunukan mengalami peningkatan 
cukup drastis dari Rp 20,4 juta pada tahun 2007, meningkat tajam menjadi Rp 31,86 juta pada 
tahun 2011. Ini berarti nilai PDRB berdasarkan harga berlaku meningkat setiap tahunnya lebih 
cepat dari  pertambahan penduduk. Akan tetapi jika dibandingkan dengan nilai PDRB harga 
konstan, pendapatan per kapita relative konstan pada kisaran 10  juta per penduduk mulai 
tahun 2007 hingga tahun 2011. 
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Sumber: BPS Nunukan Dalam Angka, 2012 
 
3.1.4. Kondisi Umum Perdagangan di Kabupaten Nunukan dan Kecamatan Sebatik 
Salah satu permasalahan perdagangan di wilayah perbatasan adalah adanya barang-barang 
impor yang beredar di wilayah tersebut yang dikategorikan sebagai barang illegal.  
Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UMKM, arus 
perdagangan barang di Kabupaten Nunukan mengalami perkembangan baik dari volume 
maupun  nilai. Neraca perdagangan di Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada Tabel 3.3. 
Selama dua tahun terakhir, volume ekspor ke Malaysia melalui pelabuhan di Kabupaten 
Nunukan mengalami perkembangan baik dari  jumlahnya maupun nilai. Jenis barang yang 
diekspor selama tiga tahun tersebut (Bulan desember 2013) hanya satu jenis barang yaitu 
ekspor buah kelapa sawit. 
Tabel 3.3. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor-Impor Kab Nunukan, 2011-2012 
   2011  2012   Bln Des 2013  
   Jumlah 
(kg)  
 Nilai (Rp)   Jumlah 
(kg)  
 Nilai (Rp)   Jumlah 
(kg)  
 Nilai (Rp)  
 
Ekspor   
     
22.000  
        
41.932.016  
     
61.500  
     
126.843.254  
       
8.000  
    
20.895.896  
 Impor    
266.063  
  
2.112.733.235  
  
573.488  
  
2.730.061.664  
     
69.336  
  
248.612.152  
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan, 2014 
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Pada tahun 2011, jumlah ekspor sebesar 22 ribu kg dengan nilai sebesar Rp 41,9 juta 
meningkat menjadi 61,5 ribu kg dengan nilai Rp 126,8 juta. Sementara dari sisi impor, 
volumenya sebesar 266.063 kg dengan nilai Rp 2,1 miliar meningkat menjadi 573.488 kg 
dengan nilai Rp 2,7 miliar. Hal ini berarti volume maupun nilai ekspor jauh lebih kecil dari 
volume dan nilai impor. Dengan demikian dari sisi perdagangan terjadi defisit perdagangan 
melalui pelabuhan di Kabupaten Nunukan. Tingginya volume barang impor menggambarkan 
bahwa permintaan  domestik atas barang-barang dari Malaysia cukup tinggi.  
Barang yang diimpor bermacam-macam seperti makanan, minuman, perangkat dapur dan 
sebagainya. Pada tahun 2011, jenis barang yang diimpor bernilai terbesar adalah minyak 
kelapa sawit Rp 546,8 juta, kemudian bubuk kakao sebesar Rp 476,3 juta, kue cakes (Rp 263 
juta), dan soft drink Rp 202 juta. Sedangkan pada tahun 2012, minyak kelapa sawit dan bubuk 
kakao masih mempunyai nilai yang cukup tinggi namun  nilainya menurun dibandingkan 
dengan tahun 2011. Nilai impor yang terbesar adalah impor ikan basah dan ikan baku 
mencapai Rp 1,2 milyar, kemudian disusul oleh barang campuran dan perangkat dapur serta 
wortel masing-masing diatas dari Rp 200 juta. Tingginya volume impor dari Malaysia 
disebabkan oleh aksessibilitas perolehan barang dari Tawao lebih mudah dan relative lebih 
murah dibandingkan dengan barang yang disupply dari dalam negeri.  Biaya  logistik barang 
kebutuhan sehari-hari yang didatangkan dari wilayah Surabaya sampai ke Nunukan dan 
Tarakan cukup tinggi.  
 
Tabel 3.4. Jenis  Barang yang diimpor tanpa Pelintas Batas (Rp), 2011-2012 
  2011 2012 
 Bubuk Kakao    476.340.355,83       183.851.424,52  
 minyak kelapa sawit    546.820.243,71          97.778.925,66  
 Milo        4.636.753,77                                  -  
 Penyemprot Inspektisida      95.385.935,45                                  -  
 Susu Kental manis        4.636.753,77                                  -  
 Susu Kedelai      13.779.335,95                                  -  
 Soft Drink    202.055.917,72          24.350.559,58  
 Wafer Apollo      46.186.923,10          23.365.211,06  
 Bunga Kol      11.722.121,75                                  -  
 Pakan ternak    113.227.261,30                                  -  
 Piring        4.674.736,00                                  -  
 Kombok Kering dan bunga kol        5.304.891,75                                  -  
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 Perangkat dapur      11.917.786,20       296.271.200,11  
 racun rumput        4.634.688,00                                  -  
 wortel      43.936.073,46       254.494.017,03  
 Cyl Oksigen        6.517.530,00                                  -  
 Kue Cakes    263.997.108,05                                  -  
 Orange Segar        7.494.575,58                                  -  
 Herbisida        8.673.635,20                                  -  
 Kompor Gas      10.407.828,65          30.672.664,00  
 Mie Kuning      29.870.642,50          11.447.261,34  
 Ikan basah, es batu      87.867.475,95    1.280.938.307,84  
 Lampu Senter            541.348,80                                  -  
 Amplifer set      15.667.468,40                                  -  
 Mentega      15.370.233,80                                  -  
 Barang Campuran      77.567.830,63       279.955.290,00  
 Lain-Lain        3.497.779,70                                  -  
 Buahbuahan                               -            6.640.236,60  
 Sayur-sayuran                               -          22.688.782,92  
 jaringan                               -            5.675.729,00  
 Kasur                               -            4.696.898,40  
 Paku                               -          12.998.044,00  
 bawang merah                               -          29.730.774,99  
 kentang                               -            6.977.000,88  
 perangkat makanan                               -          38.488.800,00  
 Gergaji rantai                               -            6.823.887,66  
 Tepung                               -            2.216.648,40  
Total 2.112.733.235,02 2.620.061.663,99 
Sumber: Disperindakop dan UMKM, Kab Nunukan, 2011-2013 
 
3.2. Gambaran Umum Kota Tarakan 
3.2.1. Kondisi Geografi dan Kependudukan 
 Kota Tarakan merupakan kota pulau  yang berfungsi sebagai tempat persinggahan 
perdagangan antar pulau di wilayah Kalimantan Utara maupun sebagai pusat transit 
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perdagangan Indonesia-Malaysia-Pilipina.  Selain Kota Tarakan berfungsi sebagai daerah 
transit juga sekaligus merupakan “Pintu Gerbang” utama untuk memasuki wilayah Kalimantan 
Utara.  
 Luas wilayah Kota Tarakan pada tahun 2012  adalah 657,33 Km
2
 yang terdiri atas 
daratan sebanyak 250,80 Km
2
 dan Lautan sebanyak 406,53 Km
2
. Dengan luas wilayah 
tersebut, Kota Tarakan dihuni oleh penduduk  yang setiap tahun  mengalami perubahan yang 
tersebar pada empat kecamatan dengan luas wilayah yang bervariasi. 
Jumlah penduduk Kota Tarakan dalam lima tahun terakhir selalu mengalami 
perubahan yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kelahiran, kematian dan 
maupun perpindahan penduduk. Pada tahun 2007, jumlah penduduk Kota Tarakan 
mencapai 176.981 jiwa kemudian meningkat menjadi 204.281 jiwa di tahun 2011 
(Proyeksi penduduk BPS). Jumlah penduduk tersebut terdistribusi pada empat 
kecamatan di Kota Tarakan. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Tarakan 
Barat, kemudian disusul oleh Kecamatan Tarakan Tengah. Jumlah penduduk terkecil 
terdapat di Kecamatan Tarakan Utara. Hal ini menggambarkan bahwa  penyebaran 
penduduk di Kota Tarakan tidak merata dan sampai saat ini, penduduk masih terpusat 
di Kecamatan Tarakan Barat.  
Ditinjau dari aspek jenis kelamin, penduduk di Kota Tarakan didominasi oleh laki-laki 
yang tercermin dari sex ratio 108 pada tahun 2008, 113 untuk tahun 2009, 110 pada 
tahun 2010-2011. Dilihat dari struktur umur penduduk di Kota Tarakan lebih banyak 
pada golongan usia produktif.  
Tabel 3.5. Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, 2007-2011 
  2007 2008 2009 2010 2011 
Tarakan Timur 40104 36693 44346 42973 45397 
Tarakan Tengah 57084 54075 63774 60608 64028 
Tarakan Barat 60101 56534 64610 67749 71572 
Tarakan Utara 19692 14887 19700 22040 23284 
  176981 162189 192430 193370 204281 
Pertumbuhan 
Penduduk 
1,1 -8,4 18,6 0,5 5,6 
Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka 2012 
Pada tahun 2007, jumlah penduduk pada golongan umur 15-64 tahun sebesar 62,95 
persen dan 65,63 persen pada tahun 2011. Fakta ini menjelaskan bahwa penduduk 
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Kota Tarakan didominasi oleh usia produktif untuk bekerja sehingga  mempunyai 
prospek yang cukup menggembirakan untuk menggerakkan aktivitas perekonomian.  
Jumlah penduduk Kota Tarakan yang tergolong ke dalam angkatan kerja 
meningkat dari 62.934 orang di tahun 2007 menjadi 93.800 orang di tahun 2012. Dari 
jumlah tersebut, di atas 80 persen terserap kedalam lapangan kerja.  Jumlah yang 
bekerja meningkat dari 54.613 orang menjadi 86.052 orang di tahun 2012. Meskipun 
demikian, masih terdapat diatas 7 ribu  orang di tahun 2012 yang masih belum 
mendapatkan pekerjaan (menganggur) atau berkisar 8,26 persen dari angkatan kerja. 
Fakta ini masih menjadi tantangan berat bagi pemerintah Kota Tarakan.  
Tabel 3.6. Perkembangan Penduduk yang Bekerja, Menganggur, TPAK, TKK, dan       
                 TPT  
Uraian 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Penduduk Usia Kerja > 15 thn 101.004 113.210 119.577 133.005 137.856 141.519 
Angkatan kerja 62.934 68.845 74.273 89.360 92.923 93.800 
Bekerja 54.613 60.297 67.505 80.915 83.504 86.052 
Mencari Kerja 8.321 8.548 6.768 8.445 9.419 7.748 
Bukan Angkatan Kerja 38.070 44.365 45.304 43.645 44.933 47.719 
Tingkat Partisipasi Angkatan 
Kerja (TPAK) (%) 
62,31 60,81 62,11 67,19 67,41 66,28 
Tingkat Kesempatan Kerja 
(TKK) (%) 
86,78 87,58 90,89 90,55 89,86 91,74 
Tingkat Pengangguran terbuka 
(TPT) (%) 
13,22 12,42 9,11 9,45 10,14 8,26 
Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka, 2012 dan 2013 
 Penduduk yang bekerja terserap ke berbagai sektor-sektor ekonomi. Dari 
sembilan sektor ekonomi, sektor pertanian menyerap tenaga kerja terbesar yaitu 
berkisar 29,41 persen pada tahun 2012. Urutan ke dua terbesar adalah sektor jasa 
kemasyarakatan dimana jumlah tenaga kerja terserap sebanyak 21,30 persen dan 
kemudian sektor perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi menyerap sebesar 
19,18 persen. Sektor yang paling sedikit menyerap tenaga kerja adalah sektor listrik, 
gas, dan air minum. 
 Dengan semakin berkembangnya pembangunan  di Kota Tarakan, maka 
penduduk  
 
3.2.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tarakan 
Dalam kurun waktu 2009-2012, laju pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,82 persen per 
tahun. Angka ini jauh di atas dari rata-rata Nasional sebesar 5,89 persen. Hal ini 
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mencerminkan bahwa perekonomian Kota Tarakan mengalami perkembangan yang 
cukup pesat dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Indonesia. Akan tetapi, laju 
pertumbuhan ekonomi Kota Tarakan per tahun nampaknya mengalami perlambatan 
hingga tahun 2012.  
 
Gambar 3.8. Pertumbuhan Ekonomi Kota Tarakan diatas dari rata-rata Nasional,  
Selama Periode 2009-2011 
 
Sumber: BPS, Kota Tarakan Dalam Angka, 2013 
 
Sektor-sektor yang bertumbuh cepat selama periode tersebut adalah sektor 
perdagangan, hotel, dan restoran, dan sektor keuangan. Dalam kurun waktu tersebut, 
sektor perdagangan, hotel, dan restoran bertumbuh secara rata-rata 7,7 persen per 
tahun, sektor pengangkutan dan telekomunikasi (8,3 persen), dan sektor keuangan 
bertumbuh rata-rata (8,2 persen) per tahun.  Kondisi ini menggambarkan bahwa 
pertumbuhan ekonomi dari sisi penawaran (supply side) didorong oleh ketiga sektor 
tersebut.  Sektor pertanian meskipun merupakan penyumbang cukup besar terhadap 
PDRB, namun tingkat pertumbuhannya relative rendah hanya rata-rata 5 persen 
pertahun. Sementara sektor yang bertumbuh sangat lambat adalah industri pengolahan 
dan sektor pertambangan masing-masing rata-rata 3,6 persen dan 4,1 persen. 
Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2012 disebabkan oleh penurunan laju 
pertumbuhan oleh seluruh sektor lapangan usaha kecuali industri pengolahan dan 
bangunan yang sedikit mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya.  
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Sektor yang memberikan sumbangan terbesar terhadap PDRB Kota Tarakan 
adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sumbangan sektor ini mencapai rata-
rata 41,77 persen per tahun selama periode 2009-2012. Oleh karena sektor sektor 
perdagangan, hotel, dan restoran merupakan kontributor terbesar terhadap PDRB dan 
juga tingkat pertumbuhannya cukup tinggi, maka sektor tersebut dapat dikategorikan 
sebagai sektor primadona bagi Kota Tarakan. Sektor  industri meskipun 
pertumbuhannya agak lambat namun sumbangannya terhadap PDRB menempati 
urutan kedua terbesar dengan rata-rata 15,32 persen per tahun, selanjutnya sektor 
pertanian dengan rata-rata 11,62 persen per tahun.  
 
Gambar 3.9. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha, 2009-2012 
 
Sumber: BPS, Kota Tarakan Dalam Angka, 2013 
Pada tahun 2009, subsektor pertanian yang berkontribusi terbesar terhadap 
sektor pertanian adalah subsektor perikanan dengan nilai sebesar Rp 456,8 milyar. Sub 
sektor ini mengalami peningkatan menjadi Rp 629,9 milyar pada tahun 2011. 
Peningkatan produksi perikanan didukung oleh banyaknya industri pengolahan 
perikanan. Pada tahun 2012, volume produksi perikanan terbanyak dikontribusi oleh 
perikanan penangkapan sebanyak 4136,50 ton, tambak sebanyak 668,50, dan kolam 
sebanyak 21,30 ton. Jumlah keseluruhan produksi perikanan sebanyak 4.826,30 ton. 
Produksi olahan terbesar adalah ikan asin sebanyak 1054,14 ton dari total 2.171,42 ton.   
Sementara sektor-sektor ekonomi lainnya seperti sektor bangunan, transportasi 
dan komunikasi, sektor jasa  belum  secara signifikan berperan terhadap pembentukan 
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PDRB Kota Tarakan. Sumbangan sektor-sektor tersebut terhadap PDRB masing-
masing dibawah dari 10 persen per tahun, bahkan untuk sektor listrik, gas, dan air 
bersih merupakan penyumbang terkecil terhadap PDRB Kota Tarakan. Kecilnya 
sumbangan listrik, gas, air bersih mengindikasikan bahwa aktivitas pembangunan yang 
menggunakan listrik, gas, dan air bersih masih terkategori  relative rendah. Namun 
pada tahun 2012,  terlihat perannya mengalami peningkatan yang berarti bahwa 
kegiatan pembangunan yang menggunakan listrik dan air bersih di Kota Tarakan sudah 
mulai berkembang pesat. 
Gambar 3.10.  Sektor perdagangan merupakan penyumbang terbesar terhadap 
pembentukan nilai tambah PDRB Kota Tarakan, 2009-2012  
 
     Sumber: BPS, Kota Tarakan Dalam Angka, 2013 Ket: PDRB dengan Migas 
 
3.2.3. Analisis Potensi Subsektor Perikanan Kota Tarakan 
Dengan mencermati sumbangan sub sektor perikanan terhadap sektor pertanian 
yang cukup besar, maka dapat dikatakan bahwa subsektor perikanan mempunyai 
potensi yang cukup besar di Kota Tarakan. Hal ini tidak hanya terlihat dari perannya 
terhadap pembentukan PDRB tetapi juga dapat dilihat berdasarkan hasil perhitungan 
LQ setiap subsektor ekonomi Kota Tarakan.  Hasil perhitungan LQ memperlihatkan 
bahwa subsektor perikanan merupakan salahsatu subsektor basis Kota Tarakan dengan 
nilai 3,44. Sesuai dengan interpretasi nilai LQ yang lebih besar dari 1 maka sub sektor 
perikanan terkategori sebagai sektor basis.  
Selain subsetor perikanan, terdapat enam sektor/subsektor lainnya yang 
tergolong sebagai sektor basis yaitu:  1) tanaman bahan makanan, 2) peternakan, 3) 
listrik, gas, dan air bersih, 4) perdagangan, hotel, dan restoran, 5) pengangkutan dan 
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komunikasi, 6) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta 6) jasa-jasa.  Sektor-
sektor tersebut memberi arti bahwa produksi sektor/subsektor tersebut tidak hanya 
mampu memenuhi kebutuhan penduduk domestik di Kota Tarakan tetapi juga dapat 
diekspor ke luar wilayah Kota Tarakan.  
Tabel  3.7. Analisis LQ Kota Tarakan menurut lapangan usaha Tahun 2010 (Dinas 
Perikanan dan Kelautan Kota Tarakan, 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Laporan Blue Print Kota Tarakan, 2013 
Besarnya share subsektor perikanan terhadap PDRB Kota Tarakan relative 
terhadap Kalimantan Timur dipengaruhi oleh tenaga kerja yang terlibat didalam 
subsektor perikanan. Hal ini juga terbukti dari hasil perhitungan LQ dengan 
memasukkan variable tenaga kerja. Keterlibatan tenaga kerja pada subsector perikanan 
diklasifikasi kedalam tiga jenis kegiatan yaitu perikanan tangkap, budidaya kolam, dan 
budidaya tambak. Ini berarti sumber pendapatan bagi pekerja berasal dari jenis 
kegiatan tersebut. 
Tabel 3.8 memperlihatkan hasil perhitungan LQ yang berbasis pada tenaga 
kerja di Sembilan kelurahan di Kota Tarakan. Secara umum dapat dijelaskan bahwa 
jumlah tenaga kerja keseluruhan (untuk seluruh sektor) terbesar terdapat di Kelurahan 
Selumit Pantai (10.353 orang). Dari jumlah tersebut, sebanyak 435 terserap pada 
perikanan tangkap dan 18 budidaya kolam. Tenaga kerja yang paling terserap kedalam 
perikanan tangkap terdapat di Kelurahan Lingkas Ujung sebanyak 455 orang, 
sementara jumlah tenaga kerja secara   keseluruhan sebanyak 7913 (urutan kedua 
tertinggi dari seluruh kelurahan).  
Berdasarkan hasil perhitungan LQ, ditemukan ada 6 (enam) kelurahan yang 
mempunyai nilai LQ diatas dari 1. Keenam kelurahan tersebut menggambarkan posisi 
yang kuat terhadap basis pengembangan subsektor perikanan. Kelurahan yang 
dimaksud adalah Kelurahan Juata Laut, Kelurahan Pantai Amal, Kelurahan 
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Mamburungan Timur, Kelurahan Selumit Pantai, Kelurahan Karang Rejo dan 
Kelurahan Karang Anyar Pantai. 
Tabel 3.8.  Analisis LQ menurut tenaga kerja menurut kelurahan di Kota Tarakan 
Tahun 2010 (Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Tarakan, 2012). 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Laporan Blue Print Kota Tarakan, 2013 
Dengan mencermati kedua hasil perhitungan LQ (menurut lapangan usaha dan 
tenaga kerja) dapat disimpulkan bahwa subsektor perikanan merupakan sektor basis 
sehingga mempunyai prospek yang cukup besar untuk pengembanganya khususnya di 
wilayah pesisir pantai. Hal ini cukup beralasan mengingat subsektor perikanan 
disamping berkontribusi terhadap pembentukan nilai tambah PDRB secara 
keseluruhan juga menyerap tenaga kerja yang cukup banyak khususnya kelurahan 
yang masuk sebagai kelurahan pesisir. Kegiatan perikanan yang cukup berkembang di 
wilayah pesisir dan menyerap tenaga kerja cukup banyak antara lain: perikanan 
tangkap, budidaya kolam, budidaya tambak, dan industri.  
Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa produksi perikanan selama ini 
masih di bawah potensi yang ada dimana tingkat pemanfaatan  sumberdaya perikanan 
laut, baru mencapai 83 persen dari potensi yang ada, yaitu 5.000 ton di tahun 2011. Ini 
berarti sekitar 17 persen masih  dapat dimanfaatkan.   Berbagai upaya yang perlu 
dilakukan untuk memanfaatkan potensi tersebut antara lain: (i) penambahan unit alat 
tangkap dari 3.294 unit pada tahun 2011 menjadi 3.472 unit pada tahun 2013 atau 
sebesar 178 unit (Gambar 3.11). (ii) penambahan alat bantu   penangkapan seperti fish 
finder untuk menemukan gerombolan ikan dan pembuatan peta daerah penangkapan 
(pemetaan daerah fishing ground) di perairan Kota Tarakan dalam skala mingguan. 
Penambahan fish finder bertujuan untuk meningkatkan produktivitas hasil tangkapan. 
(iii) mengontroduksi alat tangkap yang produktif seperti penggunaan payang, jaring 
lingkar, atau bagang perahu yang mana selama ini belum banyak digunakan oleh 
nelayan di Kota Tarakan.  (iv) Program rumponisasi untuk pengembangan perikanan 
tangkap di masa yang akan datang. 
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Gambar 3.11.  Proyeksi pengembangan produksi perikanan tangkap, kaitannya dengan 
jumlah unit usaha penangkapan di Kota Tarakan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Laporan Blue Print Kota Tarakan, 2013 
 Kondisi yang sama untuk budidaya tambak dan kolam, pemanfaatannya selama 
ini belum optimal sehingga masih perlu ditingkatkan. Pada tahun 2011, tingkat 
pemanfaatan untuk budidaya tambak dan kolam baru berkisar 19 persen dan 36 persen 
dari besaran potensi masing-masing 3.500 ton dan 60 ton.  Hal ini berarti  budidaya 
tambak masih mempunyai peluang sekitar 81 persen untuk dikembangkan dan sekitar 
64 persen untuk budidaya kolam atau  sekitar 2.832 ton untuk tambak dan 39 ton untuk 
kolam.  
  Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas tambak dan 
kolam  adalah memanfaatkan areal tambak dan kolam yang tidak produktif. Untuk saat 
ini masih sekitar 451,3 Ha areal tambak yang tidak produktif dan kolam yang tidak 
produktif sebesar 16,2 Ha.  Upaya kedua adalah penyediaan bibit udang dan bandeng 
yang berkualitas dalam skala hatchery,  dan ketiga adalah pengelolaan tambak sebelum 
penebaran benur dan nener untuk mengurangi risiko penyakit yang mulai menjadi 
masalah akhir-akhir ini. Untuk mewujudkan upaya tersebut maka terlebih dahulu 
kajian-kajian mengenai pengelolaan kualitas air pada tambak rawa seperti pengelolaan 
sebelum penebaran, terutama teknik pengeringan yang tepat agar pirit yang terkandung 
dalam tanah rawa tidak teroksidasi. Pemanfaatan tambak yang tidak produktif bisa 
dilakukan dengan teknik polikultur rumput laut-bandeng-udang atau rumput laut-
kepiting bakau (Laporan Blue Print, 2013). 
Meskipun potensi perikanan cukup strategis untuk dikembangkan, namun 
minat investor untuk menanamkan modalnya di Kota Tarakan belum berkembang 
pesat. Hal ini ditunjukkan oleh perkembangan investasi yang cenderung menurun 
y = -11455 + 4.7385x
R2 = 0.8165
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
3220 3230 3240 3250 3260 3270 3280 3290 3300
Jumlah Unit Usaha
P
ro
d
u
k
s
i P
e
ri
k
a
n
a
 T
a
n
g
k
a
p
 (
to
n
) perlu unit alat tangkap sebesar 3.472 unit untuk mencapai 
besaran potensi sekitar 5.000 ton (masih memungkinkan 
untuk menambah 178 unit alat tangkap)
Potensi: 5.000 ton
area pengembangan produksi
Laporan Akhir Evaluasi Permasalahan dan Perumusan Kebijakan 
Perdagangan Lintas Batas Kota Tarakan 
2014 
 
25 | P a g e  
 
hingga tahun 2011. Pada tahun 2007, jumlah investasi untuk seluruh jenis kategori 
industri (besar, menengah dan kecil) sebesar Rp 280 milyar (US$ 37 juta) meningkat 
tiga kali lipat menjadi   menjadi Rp 641 milyar pada tahun 2008, namun tiga tahun 
berikutnya, jumlah investasi mengalami penurunan menjadi Rp 218 milyar terutama 
terjadi pada industri besar.   
Upaya untuk mendorong kembali kinerja investasi   sangat dibutuhkan karena 
dapat mengatasi permasalahan pengangguran yang mana pada beberapa tahun terakhir 
ini kecenderungannya meningkat. Hanya dengan investor swasta mampu mengatasi 
kondisi pengangguran. Selama ini, sektor-sektor ekonomi yang menyerap cukup 
banyak tenaga kerja adalah sektor pertanian, perdagangan, hotel, dan restoran, 
bangunan, transportasi dan telekomunikasi serta jasa-jasa lainnya. Pada tahun 2011, 
angkatan kerja yang bekerja di sektor tersebut sekitar 85,44 persen, sementara di sektor 
industri pengolahan besar dan sedang sebesar 6.233 orang dan industri kecil  sebesar 
5.921 orang.   
Implikasi dari semakin banyaknya tenaga kerja yang terserap di berbagai 
sektor-sektor ekonomi telah berdampak besar terhadap nilai tambah sektor tersebut 
yang selanjutnya berpengaruh terhadap pendapatan per kapita masyarakat. Pendapatan 
regional per kapita atas dasar harga konstan cenderung meningkat dari tahun ke tahun 
selama periode 2009-2012. Pada tahun 2009, pendapatan per kapita sebesar Rp 10,1 
juta meningkat menjadi Rp 10,94 juta pada tahun 2012 atau bertumbuh dengan rata-
rata 2,7 persen per tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan 
masyarakat Kota Tarakan  semakin membaik dari tahun ke tahun. Pendapatan per 
kapita yang meningkat menggambarkan tingkat kemampuan (daya beli) masyarakat  
terhadap konsumsi barang dan jasa semakin membaik. Kondisi ini cukup berperan 
dalam menggerakkan aktivitas perekonomian di Kota Tarakan. Sebagai konsekwensi 
dari arus perdagangan bebas, maka semakin tinggi pendapatan per kapita semakin 
tinggi pula permintaan terhadap barang-barang impor dari Negara lain terutama dari  
Tawao-Malaysia.  
Meskipun kecenderungan pendapatan per kapita meningkat, namun Kota 
Tarakan masih diperhadapkan pada persoalan inflasi yang terkategori cukup tinggi. 
Laju inflasi Kota Tarakan diatas dari rata-rata Nasional dalam kurun waktu 
pengamatan (2007-2012). Ini berarti tingkat biaya hidup di Kota Tarakan lebih tinggi 
dibandingkan dengan rata-rata Nasional. Pada tahun 2008 merupakan puncak inflasi 
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tertinggi sebagai akibat dari krisis ekonomi global. Dampak dari krisis global tidak 
hanya terkena pada Kota Tarakan tetapi seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Akibat 
dari pengaruh inflasi yang cukup tinggi, maka daya beli riil masyarakat  menurun dan 
yang paling terkena dampak negative adalah penduduk miskin. Pada tahun 2012, 
inflasi mampu terkendali menjadi 5,99 persen dan angkat tersebut sesuai dengan target 
yang telah ditetapkan berkisar 5-6 persen. 
 
Gambar 3.12. Laju inflasi di Kota Tarakan melampaui rata-rata Nasional, 2007-2012 
 
Sumber: BPS, Kota Tarakan Dalam Angka, 2013, data diolah 
Namun demikian, pendapatan  per kapita yang tinggi tidak berlaku secara 
agregat untuk seluruh warga  Kota Tarakan. Kota ini masih diperhadapkan oleh 
permasalahan kemiskinan yang cenderung meningkat setiap tahun. Jika pada tahun 
2007, jumlah penduduk miskin sebesar 16.300 orang atau 9,54 persen dari total 
penduduk, maka pada tahun 2011, penduduk miskin meningkat menjadi 19.500 orang 
atau 10,25 persen dari total penduduk Kota Tarakan. Pada tahun 2012, persentase 
penduduk miskin menurun menjadi 8,41 persen dari tahun 2011. Jika dibandingkan 
dengan kabupaten di Kalimantan Utara, Kota Tarakan mempunyai jumlah dan 
persentase penduduk miskin terrendah dari Kabupaten Bulungan (12,14 persen), 
Malinau (12,67 persen), Nunukan (10,38 persen), dan Tana Tidung (11,41 persen). 
Dalam lima tahun 2007-2011, rata-rata peningkatan penduduk miskin 5,19 persen per 
tahun. Angka tersebut setiap tahunnya selalu melampaui rata-rata Provinsi Kalimantan 
Timur.  
Jika dikaitkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi yang tergolong tinggi, 
maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut belum memberi efek 
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positif kepada penduduk miskin, namun lebih berdampak positif kepada penduduk 
yang berpendapatan menengah ke atas. Hal ini tampaknya tidak memberi dampak 
signifikan terhadap perbaikan taraf hidup penduduk miskin di Kota Tarakan.  
Gambar 3.13.  Jumlah dan Tingkat Kemiskinan di Kota Tarakan, 2007-2011 
 
Sumber: BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat 
3.2.4. Gambaran Umum Pembangunan Manusia Kota Tarakan 
 Keberhasilan pembangunan suatu daerah tidak hanya diukur dari indikator 
ekonomi, namun yang tak kalah pentingnya adalah pembangunan  manusia.  Selama 
periode 2007-2012, pembangunan manusia Kota Tarakan mengalami perkembangan 
yang cukup signifikan. Pada tahun 2007, angka IPM sebesar 75,3 meningkat drastis 
menjadi 77,76 atau meningkat sebesar 2,46 point dalam waktu enam tahun. Jika 
dibandingkan dengan rata-rata nasional, posisi IPM Kota Tarakan berada di atas dari 
nasional. Meskipun secara keseluruhan angka IPM Kota Tarakan cukup tinggi dan 
diatas dari rata-rata nasional, namun tidak berarti pemerintah Kota Tarakan terbebas 
dari masalah pembangunan manusia. Pembangunan manusia berdasarkan komposit 
pembentuknya baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun daya beli masyarakat 
nampaknya Kota Tarakan masih menghadapi berbagai tantangan. Dilihat dari bidang 
pendidikan terutama angka melek huruf (AMH) dan Rata-rata lama sekolah (RLS) 
diakui mengalami peningkatan setiap tahun dan tergolong cukup tinggi, namun 
peningkatannya hanya bergerak sedikit misalnya untuk AMH hanya meningkat pada 
kisaran antara 0 dan 0,9 poin, sementara RLS masih setara dengan tingkat SLTP. 
Gambar 3.14. Perkembangan IPM Kota Tarakan dan Nasional, 2007-2012 
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Sumber: Statistik Daerah Kota Tarakan, 2013 
Capaian angka melek huruf dibawah dari 100 persen menandakan bahwa masih 
ada penduduk di Kota Tarakan yang belum  bisa membaca dan menulis. Kondisi yang 
sama untuk rata-rata lama sekolah masih perlu ditingkatkan pada jenjang yang lebih 
tinggi.  
Dari aspek kesehatan, angka usia harapan hidup juga mengalami peningkatan. 
Hal ini berarti upaya perbaikan derajat kesehatan semakin membaik. Peningkatan yang 
cukup signifikan angka harapan hidup diiringi oleh semakin membaiknya sarana dan 
prasarana kesehatan dan ditunjang oleh tenaga kesehatan yang cenderung meningkat 
setiap tahun baik tenaga bidan, perawat, maupun dokter (dokter gigi, dokter umum, 
dan dokter spesialis). Kondisi yang sama untuk daya beli masyarakat yang juga 
mengalami peningkatan.  
 
 
Tabel 3.9. Perkembangan Komposit Pembentuk IPM Kota Tarakan, 2007-2012 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
AHH 71,19 71,37 71,55 71,74 71,96 72,19 
AMH 97,89 97,89 97,92 97,97 97,99 98,89 
RLS 9,13 9,3 9,33 9,36 9,43 9,44 
Daya Beli 634,21 639,38 643,45 646,54 650,08 653 
Sumber: Statistik Daerah Kota Tarakan, 2013 
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3.2.5. Kondisi Perdagangan di Kota Tarakan 
3.2.5.1. Volume Perdagangan 
Aktivitas perdagangan suatu daerah dapat diukur  dari volume perdagangan 
baik perdagangan antar pulau maupun perdagangan antar negara. Kota Tarakan 
sebagai kota transit, kegiatan perdagangan mengalami peningkatan cukup signifikan 
dari tahun ke tahun. Kegiatan perdagangan telah mendorong percepatan perekonomian 
di Kota Tarakan. Hal ini tercermin dari PDRB dari sisi permintaan.  
Pertumbuhan ekonomi di Kota Tarakan dari sisi permintaan, didorong oleh 
permintaan ekspor. Kontribusi ekspor terhadap pembentukan PDRB meningkat setiap 
tahun dari 82,64 persen pada tahun 2009 menjadi 86,30 persen pada tahun 2011. 
Meningkatnya kontribusi ekspor mengindikasikan bahwa kegiatan perdagangan 
penduduk di Kota Tarakan telah berkembang cukup pesat. Hal ini juga terlihat dari laju 
pertumbuhan ekspor yang meningkat tajam hampir duakali lipat dari 5,94 persen pada 
tahun 2009 menjadi 10,87 persen pada tahun 2011. Namun  dari sisi impor, juga 
terlihat mengalami peningkatan secara signifikan, meskipun tidak secepat dengan 
pertumbuhan ekspor. Artinya bahwa ekspor bersih (net-export) Kota Tarakan masih 
memperlihatkan kinerja yang positif (nilai ekspor lebih besar dari nilai impor). 
Sumbangan nilai ekspor bersih terhadap PDRB rata-rata sebesar 32,40 persen.  
Pada sektor-sektor lainnya, seperti peran sektor rumah tangga terhadap 
pembentukan PDRB juga terlihat cukup besar, akan tetapi cenderung menurun hingga 
tahun 2011 mencapai 34,25 persen. Penurunan konsumsi sektor rumah tangga 
digantikan oleh sektor luar negeri. Pada periode yang sama,  peran sektor swasta  
terutama dalam pembentukan  modal bruto tidak mengalami perkembangan yang 
signifikan bahkan cenderung menurun setiap tahun. Hal ini berarti upaya sektor swasta 
untuk  melakukan investasi atau menambah persediaan modal tidak bergerak cepat 
(stagnan). Demikian halnya dengan peran pemerintah dalam mendorong percepatan 
pertumbuhan ekonomi juga belum menunjukkan kinerja input (besaran anggaran) yang 
signifikan. Hal ini ditandai oleh kontribusinya terhadap pembentukan PDRB menurut 
penggunaan menurun dari 13,72 persen pada tahun 2007 menjadi  12,01 persen pada 
tahun 2011.  
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Gambar 3.15.  PDRB menurut penggunaan (%) Kota Tarakan, 2009-2011 
Sumber: BPS, Kota Tarakan Dalam Angka, 2012; PDRB Menurut Lapangan Usaha, 2009-2011 
Komoditas perikanan seperti udang, ikan segar, dan kepiting merupakan jenis 
komoditas ekspor unggulan Kota Tarakan. Pada tahun 2011, volume udang yang 
diekspor mencapai 9,8 juta Kg dengan nilai sebesar USD $120,6 juta, volume ikan 
segar sebesar 1,2 juta kg  dengan USD 2,8 juta), dan volume kepiting sebanyak 5.800 
kg dengan nilai USD 71 ribu. Semakin tinggi volume ekspor hasil perikanan 
diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan nilai tambah para nelayan. Pada tahun 
2011, jumlah nelayan perikanan laut sebanyak 2.065 orang. Oleh karena itu,  fokus 
perhatian pemerintah diarahkan untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi para 
nelayan dalam rangka peningkatan hasil produksi perikanan.  
Pada tahun 2012, volume ekspor untuk komoditas perikanan sebanyak  
11.209.079, 68 kgs yang terdistribusi pada tiga jenis komoditas ekspor yaitu udang 
beku/segar, ikan beku/segar, dan kepiting/lobster. Peningkatan produksi perikanan laut 
dan tambak telah memberi efek positif terhadap perekonomian Kota Tarakan tidak 
hanya menyangkut  penyerapan tenaga kerja tetapi juga  memberikan sumbangan 
terhadap peningkatan PAD Kota Tarakan. Pada tahun 2012, jumlah PAD yang 
diperoleh dari industri pengolahan ikan baik dari tambak maupun dari laut sebesar Rp 
917.301.170,29. 
Tabel 3.10. Produksi, Ekspor komoditas perikanan Kontribusinya terhadap PAD Kota  
                   Tarakan, 2012 
 
Uraian  Satuan Jumlah % 
Produksi Perikanan Ton 4.826,30 100 
Penangkapan Ton 4.136,50 85,71 
36.97 36.36 34.25 
14.42 14.12 12.37 
13.72 13.20 12.01 
5.96 4.16 5.26 
82.64 83.51 86.30 
53.71 51.36 50.18 
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Tambak Ton 668,50 13,85 
Kolam Ton 21,30 0,44 
Produksi Olahan Ton 2.171,42 100 
Ikan Asing Ton 1.054,14 48,55 
Udang Kering/Ebi Ton 232,55 10,71 
Pembekuan Ton 793,73 36,55 
Ekspor Ton 11.209.079,68 100 
Udang Beku/Segar Ton 9.845.916,56 87,84 
Ikan Beku/Segar Ton 1.357.313,20 12,11 
Kepiting/Lobster Ton 5.849,92 0,05 
Kontribusi PAD Rupiah 917.301.170,29 100 
Ekspor Rupiah 870.428.170,29 94,89 
Benur Rupiah 44.173.000,00 4,82 
Hatchery Rupiah 2.700.000,00 0,29 
Sumber: Bappeda, Profile  Daerah Kota Tarakan, 2012 
 
Perkembangan sektor perdagangan di Kota Tarakan ditandai oleh banyaknya 
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan. Hingga tahun 2012, jumlah TDP 
yang diterbitkan sebanyak 225 buah yang terdistribusi pada Usaha bentuk PT sebanyak 
47 perusahaan, CV sebanyak 142, koperasi sebanyak 4 dan perusahaan berbentuk PO 
sebanyak 31 perusahaan (Bappeda 2012). Surat izin perdagangan yang diterbitkan 
mengalami penurunan dari tahun 2011 sebanyak 843 buah menjadi 534 buah pada 
tahun 2012. 
Pengembangan sarana dan prasarana sangat menunjang peningkatan volume 
perdagangan barang. Dalam tiga tahun terakhir, pasar swalayan meningkat dari 11 
buah pada tahun 2010 menjadi 16 buah pada tahun 2012, pertokoan meningkat dari 
675 buah menjadi 1289 buah pada tahun 2012, sarana lainnya tidak mengalami 
pertambahan volume seperti pasar tradisional  sebanyak 7 buah, mall (2), restoran (11), 
dan rumah makan (48) dan kedai/warung makan (104). 
Perdagangan barang dari dan ke luar Kota Tarakan dapat dilihat dari banyaknya 
kapal yang melakukan bongkar muat barang. Kota Tarakan sebagai wilayah kepulauan 
mempunyai  pelabuhan yang strategis seperti Pelabuhan Tengkayu I, Tengkayu II, dan 
Pelabuhan Malundung Kota Tarakan. Tabel 3.6. memperlihatkan aktivitas 
perdagangan melalui Pelabuhan Malundung baik yang terkait dengan pelayaran 
nasional maupun pelayaran luar negeri. Untuk pelayaran nasional terlihat bahwa arus 
bongkar barang jauh lebih banyak dibandingkan dengan muat barang. Ini berarti 
volume barang yang masuk diKota Tarakan lebih banyak daripada volume barang 
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yang keluar. Barang yang masuk tersebut berasal dari berbagai pulau di Indonesia. 
Sementara arus barang yang di bawah keluar atau diperdagangkan ke luar Kota 
Tarakan relative kecil.  
Sebaliknya pada pelayaran luar negeri, barang yang diekspor atau di bawah 
keluar mempunyai volume yang jauh lebih tinggi daripada jumlah barang yang datang 
dari negara lain. Ini mengindikasikan selama tiga tahun terakhir terjadi surplus 
perdagangan Kota Tarakan.  
Tabel 3.11. Arus Bongkar Muat Barang melalui Pelabuhan Malundung Tarakan,  
                   2011-2013 
URAIAN       TOTAL 
  2011 2012 2013   
A. PELAYARAN NASIONAL         
      - Call 5908 5763 5924 17595 
      - Bongkar Barang 7.295.029,66 7.120.421,44 8.938.106,07 23.353.557 
      - Muat Barang 3.843.223,33 1.015.346,81 559.394,97 5.417.965 
      - Turun Penumpang 101563 113642 103581 318786 
      - Naik Penumpang 68118 84617 81903 234638 
      - Turun Hewan 2257 903 1786 4946 
      - Naik Hewan - - - 0 
      - Bongkar Teus 15154,0 30915,5 20166,0 66236 
      - Muat Teus 15432,0 27510,5 19840,0 62813 
B. PELAYARAN LUAR 
NEGERI 
        
      - Call 647 609 565 1821 
      - Bongkar Barang         157.682          134.202          163.321                455.205  
      - Muat Barang      9.146.987      8.631.965       9.401.802          27.180.753  
      - Turun Penumpang 12699 8892 7083 28674 
      - Naik Penumpang 12616 9203 8766 30585 
Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tarakan, 2014 
Komoditas ekspor di Kota Tarakan pada tahun 2013 yang tercatat melalui 
proses kepabeanan terdiri atas 7 jenis komoditi. Dari ke tujuh  komoditi tersebut, nilai 
ekspor yang paling besar adalah ekspor batubara sebanyak US $1.586,1 juta. 
Komoditas ekspor andalan kedua adalah ekspor hasil hutan yang bernilai US $ 177,9 
juta, selanjutnya adalah hasil laut sebesar US $ 85,6 juta. Sementara dari sisi impor, 
jenis komoditi yang diimpor Kota Tarakan cukup banyak, namun yang terbesar 
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nilainya adalah alat-alat RIG dan menyusul Solar.   Jika dibandingkan antara nilai 
ekspor dan nilai impor, maka neraca perdagangan Kota Tarakan terkategori  surplus 
yaitu nilai ekspornya jauh melampaui nilai impor. Hal ini menandakan bahwa arus 
perdagangan Kota Tarakan cukup baik dan menguntungkan.  
Tabel 3.12. Ekspor dan Impor di Kota Tarakan menurut jenis komoditi, 2013 
Jenis Komoditi  Ekspor (US 
juta) 
Jenis Komoditi   Impor (US juta) 
Batubara    1.586,1  Batu Pecah            2,8  
Hasil Laut          85,6  Aspal            0,8  
Hasil Hutan        177,9  Alat Berat            0,5  
Sembako            4,1  Alat-Alat RIG        142,2  
Buku          0,01  Campuran          0,01  
Alat Berat            0,9  Gabus box      0,0003  
Sparepart          0,01  Kapal           0,14  
   Kayu          0,12  
    Mesin            3,9  
    Pesawat          0,20  
    Ramets            0,4  
    Semen            0,5  
    Solar          76,7  
    Yahct            0,8  
Total    1.854,5           229,2  
Sumber: Kantor Bea Cukai Kota Tarakan, 2014 
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BAB IV 
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PERDAGANGAN LINTAS 
BATAS DI KOTA TARAKAN 
 
4.1. Pendahuluan 
 Perdagangan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting artinya bagi peningkatan 
pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, serta sebagai sumber devisa untuk 
membiayai pembangunan. Karena itu, pengelolaan sektor perdagangan yang menyeluruh dan 
terpadu harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kebebasan, keterbukaan, dan keadilan. Seperti 
halnya perdagangan lintas batas, adalah salah satu bentuk kegiatan perdagangan yang juga 
dilakukan oleh para pelaku usaha demi memperbaiki atau meningkatkan kesejahteraan mereka. 
Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh para penduduk yang bertempat tinggal di daerah 
perbatasan.  Dalam konteks ini perdagangan di perbatasan Indonesia (Kalimantan Utara) 
dengan Malaysia serta dampak yang ditimbulkan di wilayah sekitar seperti  di Kota Tarakan 
dan sebagainya telah menjadi fokus kajian dalam melihat dampak positif dan negative yang 
ditimbulkan.  Dengan demikian, rumusan kebijakan yang dihasilkan dapat mengakomodir 
kepentingan dari berbagai pihak. 
 Tersadari bahwa salah satu konsekuensi logis dari letak strategis Indonesia di antara 
Negara-negara di dunia adalah posisi silang di antara pertengahan jalur perdagangan dunia.  
Implikasi - implikasi yang ada, dapat menimbulkan berbagai permasalahan, apalagi mengingat 
semakin terbatasnya sumberdaya alam, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi global dan 
regional  yang semakin cepat.  Persoalan akan semakin kompleks mengingat bahwa 
berdasarkan data Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal 2012 menunjukkan 
bahwa sebagian besar kabupaten-kabupaten di wilayah perbatasan dan sekitarnya tergolong 
wilayah tertinggal (termasuk kabupaten perbatasan di Kalimantan Utara).  Padahal kabupaten 
di wilayah perbatasan  dan sekitarnya, termasuk pulau-pulau kecil, sejatihnya memiliki peran 
yang menentukan sebagai garda terdepan perekonomian Indonesia.   
 Kondisi tersebut di atas kiranya perlu mendapat perhatian yang serius, karena jika 
tidak, dapat menyebabkan timbulnya berbagai persoalan, terutama hal-hal yang menyangkut 
aktivitas illegal seperti; penebangan dan perdagangan kayu secara ilegal (illegal logging), 
pencurian ikan (illegal fishing), perdagangan wanita dan anak-anak (women and child trades), 
pemasukan imigran gelap (illegal immigrants) atau illegal fraffikcing in persons, dan 
penyulundupan baik manusia maupun barang (people, arms and explosives smuggling) dimana 
kesemua persoalan tersebut pada akhirnya bisa berdampak pada keamanan dan ketertiban 
warga masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan dan daerah-daearah sekitarnya. 
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 Di samping aktivitas atau potensi aktivitas yang sifatnya ilegal, sesungguhnya di 
daerah perbatasan dijumpai pula aktivitas yang bernilai positif dan sudah menjadi praktek 
tradisi dagang dilakukan oleh masyarakat di kedua Negara.  Aktivitas perdagangan yang 
terjadi, pada awalnya mereka lakukan sebagai bagian dari upaya dalam memenuhi kebutuhan 
hidup sehari-hari, sehingga aktivitas ekonomi di daerah perbatasan telah menjadi bagian yang 
tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat di masing-masing wilayah perbatasan.   Jika 
didalami lebih jauh sesungguhnya masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan pada 
umumnya mereka mempunyai hubungan kekeluargaan dengan penduduk dari Negara tetangga, 
baik karena perkawinan ataupun memang karena sejak awalnya mereka berasal dari satu 
keturunan.  Hubungan yang erat ini juga tentunya berpengaruh pada bentuk dan sifat relasi 
sosial antar etnik yang ada di daerah perbatasan, juga tentunya pola hubungan ekonomi antara 
keduanya.   Artinya, kondisi seperti ini juga harus  dilihat sebagai realitas yang tidak boleh 
terpisahkan dalam aktivitas kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan dan daerah-daerah 
yang berada di sekitar wilayah perbatasan.   
 Kegiatan perdagangan yang terjadi dan dilakukan sebagai kegiatan yang memiliki nilai 
sejarah cukup tua oleh dua negara yang letaknya saling berhadapan (Malaysia dan Indonesia). 
Masyarakat di dua negara ini telah melakukan perdagangan internasional atau melakukan 
ekspor dan impor (meskipun dalam skop yang terbatas dengan system tradisional; atau dapat 
disamakan perdagangan antar pulau) atas produk mereka yang potensial. Artinya, masyarakat 
di kedua negara saling membutuhkan walaupun umumnya yang lebih mereka utamakan adalah 
perdagangan terhadap produk-produk yang dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari 
mereka. 
 Meskipun demikian, berbagai isu dan permasalahan yang dihadapi kawasan 
perbatasan, tidak hanya wilayah yang berbatasan langsung (darat maupun laut) tetapi juga 
dapat berimbas di wilayah-wilayah sekitarnya yang secara terminology tidak masuk dalam 
kategori wilayah perbatasan antar negara.  Namun dampak yang ditimbulkan akan terasa atau 
dirasakan oleh masyarakatnya, baik dampak yang bersifat negative maupun dampak secara 
positif, khususnya pergerakan ekonomi masyarakat.   
 Kaitan dengan evaluasi permasalahan dan rumusan kebijakan perdagangan atau 
dampak dari perdagangan di wilayah perbatasan di Kota Tarakan  maka analisis 
permasalahannya  dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu kebijakan, ekonomi dan sosial 
budaya, pengelolaan sumber daya alam, kelembagaan dan kewenangan pengelolaan, serta 
kerjasama antar instansi terkait, antar kabupaten bahkan kerjasama antar negara.  Pendekatan 
kongritisasi masalah, penggalian informasinya melalui analisis persepsi baik dari pemerintah 
sebagai penyelenggara negara maupun masyarakat sebagai pelaku ekonomi.  Pendekatan 
analisis persepsi dimaksudkan untuk melihat keterkaitan konstruksi tindakan dan perilaku yang 
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terjadi sebagai realitas yang ada (pemerintah dan masyarakat) di dalam mencermati fenomena 
perdagangan atau dampak perdagangan lintas batas di Kota Tarakan. 
4. 2.  Persepsi masyarakat dan Pemerintah Mengenai Produk Perdagangan 
Perbatasan 
 
4.2.1. Persepsi Masyarakat  yang Melahirkan Perilaku Transaksi Dagang   terhadap 
Produk Ilegal 
 
 Aktivitas perdagangan yang terjadi antara daerah-daerah perbatasan yang berimbas 
pula ke daerah-daerah sekitarnya, sesungguhnya memiliki potensi yang sangat besar dalam 
meningkatkan pertumbuhan perekonomian wilayah, meningkatkan pendapatan masyarakat, 
penyerapan tenaga kerja, dan penghasilan devisa jika dapat diatur dengan baik tampa 
mengabaikan kepentingan berbagai pihak yang terlibat didalamnya.  Seperti halnya pada 
daerah perbatasan antara Indonesia – Malaysia di Kabupaten Nunukan yang berimbas pula di 
Kota Tarakan, telah terjadi aktivitas perdagangan sejak dahulu dan semakin berkembang 
seiring dengan semakin tingginya dukungan infrastruktur di kawasan ini.  Secara 
administrative mereka (masyarakat pelaku ekonomi) memiliki fasilitas paspor khusus sebagai 
pelintas batas di mana aktivitas mereka bisa setiap hari melewati perbatasan 2 negara karena 
aktivitas perdagangan yang mereka lakukan. 
 Pelabuhan laut Tunon Taka yang berada di Nunukan dan Pelabuhan laut di Sebatik 
menjadi urat nadi perdagangan para pelintas batas setiap hari, bagitu juga di Tarakan. 
Kosentrasi pengawasan Kantor Bea Dan Cukai hanya di tiga titik pelabuhan besar Nunukan 
yaitu Pelabuhan Tunon Taka, Pelabuhan Penyeberangan  Sungai Bolong dan Pelabuhan 
Penyeberangan  Sungai Nyamuk Pulau Sebatik. Dari pelabuhan Tunon Taka terdapat 6 kapal 
ferry dan 12 speed boat yang melayani penyeberangan ke Tawao. Sementara, dari pelabuhan 
Tawao ada beberapa kapal ferry, di antaranya KM Labuhan II, siap melayani penumpang dari 
Tawao setiap hari. Masing-masing kapal dan speed boat tersebut melayani rute Nunukan – 
Tawao lebih dari 2 trip setiap hari.  Aktivitas perdagangan di kawasan Nunukan – Sebatik – 
Tawao menjadi pintu gerbang bagi kedua negara untuk masuknya masing-masing komoditi 
yang dihasilkan kedua negara. Namun demikian, masyarakat di sekitar perbatasan ada pula 
yang melalui pintu-pintu perbatasan tidak resmi sejak lama sebagai jalur hubungan tradisional 
dalam rangka perdagangan, kekeluargaan atau kekerabatan. 
 Namun, daya tarik Tawao menjadi magnet bagi para pedagang di kawasan tersebut 
untuk datang ke sana termasuk pedagang-pedagang dari Kota Tarakan. Oleh karena itu, 
beberapa komoditi hasil bumi dan laut dari Indonesia sudah terbiasa dipajang di pasar Tawao 
(Central Market – Tawao), yang kebetulan posisinya di pelabuhan itu.  Hampir semua hasil 
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bumi yang dihasilkan dari Sebatik, Nunukan dan Tarakan dipasarkan di Tawao, seperti pisang, 
ikan teri ambalat (ITA), kelapa sawit, kakao, dan tentunya berbagai jenis ikan laut. Ikan teri 
ambalat  misalnya, hanya berharga sekitar RM 10 di tingkat pengumpul di Sebatik. Namun, di 
Tawao ikan ini sudah berharga sekitar RM 25 dan di Kinabalu sudah sekitar RM 60 (LP2M 
Borneo, 2011). Karena itu, masyarakat  Sebatik, Nunukan dan Tarakan lebih senang menjual 
hasil buminya ke wilayah Malaysia, selain karena pertimbangan ketiadaan konsumsi di 
wilayah ini, juga daya beli di Malaysia lebih tinggi dari pada jika dijual di wilayah Indonesia. 
Kondisi tersebut membuat Tawao menjadi satu-satunya pilihan bagi para pedagang dan 
produsen hasil bumi di wilayah Indonesia (perbatasan), terutama di Sebatik, Nunukan dan 
Tarakan, setidaknya hingga kini. Tentunya keadaan yang terjadi pada perdagangan lintas batas 
antara Indonesia – Malaysia seperti tersebut di atas, menjadi pertimbangan tersendiri bagi 
negara tetangga ini hingga di Pelabuhan mereka membangun fasilitas pusat perdagangan untuk 
menangkap peluang itu.  
 Adanya fasilitas infrastruktur yang menarik di Pelabuhan Tawao nampaknya cukup 
menarik para pedagang dari Indonesia. Central Market yang tersedia telah menjadi lokasi 
penjualan hasil bumi Indonesia. Beberapa diantara pedagang yang ada adalah orang Indonesia 
namun telah berganti warga Negara Malaysia. Setelah pedagang Indonesia menjual barang 
dagangannya kemudian membeli barang-barang konsumsi  antara lain, busana, makanan dan 
minuman, barang elektronik dan barang-barang lainnya yang selanjutnya diperdagangkan 
kembali di wilayah Sebatik, Nunukan termasuk Tarakan.  
 Hingga saat ini, posisi Tawao bagi masyarakat perbatasan dipersepsikan sebagai 
sumber pendapatan yang potensial, sehingga berbondong-bondong mereka mengunjungi 
wilayah tersebut untuk memperoleh keuntungan melalui transaksi jual beli barang. Kondisi ini 
diperkuat oleh  data bahwa GDP per kapita Tawao mencapai US $ 6000, sementara di wilayah 
Sebatik hanya US $ 300, dan juga di Nunukan yang hampir sama kondisinya. Namun, aktivitas 
dari ketiga wilayah ini mampu menarik perekonomian daerah Nunukan termasuk daerah 
Tarakan sendiri. Penyebab dari keadaan di atas, tidak lain, adalah persoalan keterisolasian 
wilayah. Seperti di kawasan perbatasan yang masuk wilayah Indonesia, dukungan infrastruktur 
bagi perkembangan perdagangan masih sangat minim. Tidak ada pasar yang mampu menarik 
aktivitas perdagangan tersebut untuk berkembang di wilayah ini. Tidak terdapat industry 
pengolahan satu pun yang bisa mengolah sawit atau kakao. Orientasi semua pedagang adalah 
Tawao, sehingga tidak dipungkiri hampir semua perdagangan di Sebatik menggunakan ringgit 
sebagai alat tukarnya. Tetapi, hal ini tidak sampai terjadi di Nunukan dan daerah-daerah 
sekitarnya termasuk Kota Tarakan.  
 Apa yang ditemukan oleh LPPM Universitas Borneo Tarakan Tahun 2011 terhadap 
fenomena ini dalam “Kajian Pelabuhan Produk Impor Tertentu“, hampir sama atau sama apa 
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yang tim peneliti temukan dalam aspek persepsi masyarakat di Kota Tarakan dalam transaksi 
dagang produk-produk illegal dari Tawao, bahwa prinsip pasar mengenai permintaan dan 
penawaran dipandang sesuatu yang normative meskipun harus mengabaikan regulasi atau 
aturan yang berlaku.  Maraknya produk-produk illegal tidak terlepas dari signifikannya 
permitaan di pasar.  Dalam perspektif ini dapat diasumsikan bahwa dari transaksi dagang 
produk-produk illegal dipersepsikan oleh masyarakat (pedagang dan pembeli) memiliki 
keunggulan kompetitif dibanding produk legal, yaitu; tersedia setiap saat dengan berbagai 
varian, kualitas yang bagus (cita rasa, termasuk dari sisi jaminan kesehatan meskipun tidak 
memiliki lebel izin edar dari BPOM) dan harga yang murah.   Oleh karena itu maraknya 
beredar produk-produk illegal khususnya makanan dan minuman dari Tawo, dapat terpahami 
dalam pendekatan sosiologi ekonomi  karena fenomena ini dapat dipandang sebagai gejala 
bagaimana cara orang atau masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka terhadap barang 
dan jasa langka. Cara yang di maksud disini berkait dengan semua aktivitas orang dan 
masyarakat berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi jasa-jasa dan 
barang-barang langka yang menunjang kehidupan atau kelangsungan kehidupan mereka 
sehari-sehari. 
 Berikut penuturan informan (BR, 42 tahun) sebagai persepsi konsumen terhadap 
produk-produk illegal yang diperdagangkan, menyatakan : 
 “..kami sebenarnya tidak mempersoalkan maraknya produk-produk Malaysia 
diperdagankan disini, karena memang kebanyakan menyangkut kebutuhan sehari-
hari, terlepas harganya murah juga kualitasnya sangat baik dalam hal cita rasa. Ini 
juga membantu karena terkadang kita sangat susah mendapatkan produk-produk legal 
seperti itu…masalah jaminan kesehatan, belum ada masyarakat yang mengeluh atau 
melaporkan, misalnya keracunan dan sebagainya…artinya produknya bisa 
dipertanggungjawabkan.  berharap kalau pemerintah mau tegas, harus diberlakukan 
seragam, barang-barang ini tidak diperjual-belikan secara sembunyi-sembunyi tetapi 
ada di depan mata kita..” 
 
 Sementara dari informan lain (HMS, 52 tahun) sebagai persepsi pedagang produk-
produk illegal, menyatakan : 
 “…kami tahu ini melanggar, tetapi pemerintah tidak memberikan solusi, ini persoalan 
nasib kami dalam melanjutkan hidup, banyak dari kami yang hanya mengandalkan 
penghasilan dari berdagang produk Malaysia untuk membiayai rumah tangga, 
menyekolahkan anak.  Masalah membahayakan…kami juga tidak mau menjual kalau 
barang itu berbahaya dan mengancam keselamatan orang, cuma persoalannya tidak 
pernah ada pemberitahuan produk-produk mana yang kami jual itu berbahaya seperti 
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yang mengandung melamin…padahal biasa dari BPOM mengambil sampel dari toko-
toko untuk dilakukan pengujian..yang kami tunggu sebenarnya hasil pengujiannya 
agar kami tidak order lagi barang-barang yang dianggap berbahaya itu..” 
  
 Apa yang menjadi paparan diatas merupakan penggalian informasi berdasarkan 
persepsi masyarakat (pedagang dan konsumen) yang melahirkan tindakan ekonomi dalam 
menjalankan transaksi dagang produk-produk illegal dari Malaysia sebagai aktivitas ekonomi 
keseharian masyarakat di Kota Tarakan.    Tabel 4.1 berikut menggambarkan lokasi, 
jenis barang, jumlah toko serta omset sebagai hasil perdagangan produk illegal dari Malaysia 
di Kota Tarakan. 
Dari tabel diatas tergambarkan bahwa ada perputaran uang sebesar Rp. 
16.295.000.000,- /bulan dari hasil perdagangan produk illegal dari Malaysia (Tawo) yang 
digerakkan oleh 101 toko (toko besar, menengah dan kecil) sebagai tempat transaksi dan 
terkonsentrasi di 10 lokasi sebagai wilayah transaksi pasar perdagangan produk-produk illegal 
dari Malaysia. 
Tabel 4.1. Lokasi, Jenis Barang, Jumlah Toko serta Omset sebagai Hasil Perdagangan   
                 Produk Illegal dari Malaysia di Kota Tarakan. 
No Lokasi Jenis Barang Jumlah 
Toko 
Omset/Bulan 
(Rp..) 
1. Pasar Beringin  Makanan dan minuman 
 Obat nyamuk 
 Campuran 
 Gas 
 Gula 
 Perabotan dapur 
 Milo  
 Pakaian 
 Minyak goring 
16 1.420.000.000 
2. Belakang Kantor 
BRI 
 Makanan dan minuman 
 Minyak makan 
 Obat nyamuk 
 Campuran 
 Milo  
4 610.000.000 
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3. Pelabuhan 
Perikanan dan 
Pusat Pertokoan 
Guser 
 Makanan dan minuman 
 Milo  
 Perlengkapan rumah 
tangga 
 Barang pecah belah 
 Kosmetik  
21 1.925.000.000 
4. Pelabuhan Juata  Makanan dan minuman 
 Campuran 
 Gula 
 Gas  
2 60.000.000 
5. Pasar Lingkas  Makanan dan minuman 
 Campuran 
 Gas 
 Gula 
 Milo  
 Pakaian 
12 1.175.000.000 
6. Pasar Batu  Makanan dan minuman 
 Barang pecah belah  
5 465.000.000 
7. Jembatan Besi  Makanan dan minuman 2 400.000.000 
8. Pelabuhan 
Tengkayu 
 Makanan dan minuman 4 975.000.000 
9. Jalan Utama 
Tarakan 
 Makanan dan minuman 
 Campuran 
 Buah dan Sayuran  
 Gas 
 Gula 
 Milo  
 Pakaian, sepatu 
 Peralatan olah raga 
18 7.880.000.000 
10 Lingkas Ujung 
dan Gunung 
Lingkas 
 Makanan dan minuman 
 
17 1.550.000.000 
Jumlah 101 16.295.000.000 
Sumber : LPPM Universitas Borneo, 2011 dan  Studi Lapangan. 
   Artinya, data ini harus dijadikan salah satu referensi dalam mengambil  
kebijakan dalam evaluasi permasalahan dan perumusan kebijakan perdagangan produk 
illegal di Kota Tarakan.  Aspek sosiologis dan ekonomi harus menjadi pertimbangan 
dalam memakai atau menetapkan rumusan kebijakan berdasarkan aturan perundang-
undangan baik secara nasional maupun daerah. 
4.2.2.  Persepsi Pemerintah dalam Mencermati Produk Ilegal 
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 Dari hasil pengamatan, penggalian informasi dan wawancara yang dilakukan 
dari berbagai instansi pemerintah yang berkaitan dengan perdagangan produk illegal di 
Kota Tarakan.  Secara tugas pokok dan fungsi dari masing-masing instansi yang 
terkait, seperti BPOM, Bea dan Cukai, Dinas Perdagangan, Kepolisian dan sebagainya 
telah berupaya menekan masuknya produk pangan yang diimpor illegal itu, namun 
diakui bahwa apa yang dilakukan memang belum maksimal khususnya dalam hal 
koordinasi antar lembaga yang terkait. 
 Temuan dilapangan juga menunjukkan bahwa maraknya peredaran produk-
produk illegal di pasaran Kota Tarakan atau tidak terlalu sulitnya untuk mendapatkan 
produk-produk tersebut di pasaran, tidak terlepas dari pada adanya sikap atau 
pandangan dari pemerintah dalam mencermati peredaran produk illegal itu dari dua 
sisi.   
 Berikut kutipan pernyataan dari salah satu staf instansi Pemerintah Daerah 
yang terkait dengan peredaran produk illegal di Kota Tarakan : 
“…kami melihat produk itu dari dua sisi, kalau produk itu sangat 
membahayakan, berarti tidak ada pilihan lain selain bekerjasama dengan 
aparat keamanan.  Tidak ada istilah tawar-menawar…disisi lain, kami juga 
sadari bahwa kami selaku pemerintah belum sepenuhnya menyediakan bahan 
pangan atau produk mamin dengan kualitas baik dengan harga yang murah, 
sehingga toleransi terhadap itu terkadang kami berlakukan dengan 
pertimbangan untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat..” 
 
Kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan pokok produk nasional terkendala 
oleh biaya tinggi karena hambatan infrastruktur dan kendala lainnya sehingga barang 
dari Negara tetangga harganya lebih murah jika dibandingkan dengan barang dari 
dalam negeri. Tak terkecuali, kebutuhan bahan pokok seperti gula dan lainnya. Ada 
banyak produk Malaysia beredar di Kota Tarakan. Produk-produk Malaysia mudah 
dijumpai dan laris manis, seperti milo, varian berbagai produk coklat dan sebagainya. 
Produk Malaysia diminati karena biasanya dijual lebih murah dan kualitasnya juga 
bagus meskipun produk-produk yang dimaksud dalam aspek hukum adalah barang 
illegal karena tidak memiliki izin edar untuk diperdagangkan. 
Sementara dari pernyataan dari Staf BPOM sebagai berikut : 
“..tidak ada istilah toleransi di dalam menegakkan aturan hukum, kami bekerja 
atas nama undang-undang, sepanjang produk itu tidak memiliki izin edar, 
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maka masuk dalam kategori illegal dan tidak boleh diperdagangkan..itu 
melanggar hukum..” 
 
Berikut Temuan Produk Makanan dan Minuman yang Disita dalam Operasi 
Satgas Ilegal di Tarakan tahun 2011-2012. 
 
Tabel 4.2. Data Produk Makanan dan Minuman yang Disita dalam Operasi Satgas     
                 Ilegal di Kota Tarakan Tahun 2011-2012 
Tahun Jenis Item Pieces Nilai (Rp) 
2011 Makanan/Minuman 106 12.645 65.720.000 
2012 Makanan/Minuman 8 46 745.000 
2013 NIHIL 
Sumber : BPOM Kota Tarakan, 2014. 
 Ditemukan pula keterangan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah 
khususnya untuk tindakan preventif (sosialisasi dari dinas terkait, baik dari aspek 
hukum maupun dari aspek kesehatan) belum terlalu optimal dilakukan karena selama 
ini belum ada laporan atau keluhan dari masyarakat terkait aktivitas 
perdagangan/konsumsi produk-produk illegal dari Malaysia khususnya produk 
makanan dan minuman.  Sementara untuk tindakan represif dalam hal operasi pasar 
(represif) telah dilakukan oleh BPOM dan instansi terkait lainnya seperti Kepolisian. 
 Berikut persepsi Lembaga Pemerintah/ Instansi terkait dengan substansi 
perdagangan produk illegal dari Malaysia, disimpulkan seperti tergambarkan pada 
Tabel 4.3. berikut ini : 
Laporan Akhir Evaluasi Permasalahan dan Perumusan Kebijakan 
Perdagangan Lintas Batas Kota Tarakan 
2014 
 
43 | P a g e  
 
Tabel 4.3. Realitas, Permasalahan serta Persepsi Lembaga/Intansi Pemerintah terhadap             
Peredaran Produk Ilegal dari Malaysia di Kota Tarakan 
Lembaga/Intans
i Pemerintah 
Realitas Permasalahan Persepsi 
BPOM Barang yang 
beredar tidak 
dilengkapi oleh 
registrasi izin edar 
oleh BPOM 
sehingga masuk 
dalam kategori 
barang illegal 
Barang yang 
diperdagangkan 
diperhadapkan 
kedalam persoalan 
hukum  
 Aturan yang 
diberlakukan 
dimaksudkan untuk 
perlindungan 
terhadap konsumen.   
 Importir lokal tidak 
mampu memenuhi 
syarat  yang 
dipersyaratkan oleh 
produsen di 
malaysia seperti 
kesiapan importir 
memasukkan 
barang  minimal 20 
kontainer  untuk 
mendapat 
rekomendasi izin 
edar dari produsen 
Bea  dan Cukai Barang impor 
illegal masuk 
melalui 
pelabuhan-
pelabuhan tikus 
yang tidak 
terawasi dengan 
ketat 
Memungkinkan 
masuknya barang-
barang illegal yang 
membahayakan 
(norkoba dan 
bahan peledak) 
Diperlukan 
kordinasi dengan 
instansi terkait 
seperti kepolisian 
dan partisipasi 
warga dalam 
melaporkan karena 
lending  boatnya 
bersebelahan 
langsung atau 
dibelakang rumah 
penduduk yang 
susah untuk diawasi 
secara intensif 
Syahbandar Alat transportasi 
yang 
dipergunakan oleh 
pedagang impor 
barang illegal, 
menggunakan 
kapal kayu, 
perahu kecil 
Alat transportasi 
yang dimiliki oleh 
pedagang barang 
impor tidak 
memenuhi syarat 
yang 
dipersyaratkan oleh 
syahbandar 
Syarat yang harus 
dipenuhi sebagai alat 
trasportasi barang 
ekspor dan impor 
adalah kapal besi, 
yang pada umumnya 
tidak dimiliki oleh 
pedagang-pedagang di 
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dengan kekuatan 
mesin 5 GT 
Tarakan 
Perindag Tidak terdata 
usaha kecil di 
pasar-pasar 
tradisional yang 
memperdagangka
n barang-barang 
impor illegal 
Tidak  dapat 
dilakukan 
pengawasan yang 
ketat bagi 
pedagang yang 
memperdagangkan 
barang-barang 
impor illegal  
Tidak dilakukan 
pendataan karena apa 
yang diperjual-belikan 
adalah barang illegal 
Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2014. 
 Apa yang dipersepsikan oleh instansi pemerintah, menunjukkan bahwa 
toleransi dan intoleransi (melindungi produsen dan konsumen) masih menjadi polemik, 
sehingga pertimbangan-pertimbangan aspek sosial, budaya dan ekonomi harus menjadi 
pertimbangan dalam lahirnya rumusan kebijakan masalah perdagangan perbatasan di 
Kota Tarakan yang dapat dijadikan acuan hukum sebagai asas legitimasi dalam 
perdagangan produk-produk Malaysia sebagai imbas dari perdagangan lintas batas. 
 
4.3. Aspirasi Masyarakat 
Upaya untuk menyerap aspirasi masyarakat  dilakukan dengan melaksanakan 
Focus Group Discussion (FGD), berbagai komponen masyarakat di Kota Tarakan 
dilibatkan serta dari intansi-instansi terkait. Adapun pelaksanaan kegiatan yang 
dimaksud adalah sebagai berikut : 
1. Focus Group Discussion (FGD) telah dilaksanakan pada Hari Selasa, Tanggal 13 
Mei 2014, mulai pukul 08.00 sampai 14.00 Wita. FGD dilaksanakan dalam rangka  
untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan substansi permasalahan yang 
dikaji, yakni maraknya produk-produk illegal yang diperdagangkan di Kota 
Tarakan.  Masukan dan aspirasi dari warga masyarakat, khususnya pedagang-
pedagang di Kota Tarakan yang memperjualbelikan produk-produk yang 
dikategorikan illegal, berkaitan dengan adanya rencana pelarangan atau penindakan 
tegas terhadap perdagangan produk makanan dan minuman dari Malaysia yang 
tidak memiliki izin edar. 
2. FGD II telah dilaksanakan pada Hari Rabu, Tanggal 14 Mei 2014, mulai pukul 
09.00 sampai 14.00 Wita. Tujuan diadakan FGD adalah untuk mendapatkan 
informasi berkaitan dengan  adanya  alternative solusi yang ditawarkan dalam 
Laporan Akhir Evaluasi Permasalahan dan Perumusan Kebijakan 
Perdagangan Lintas Batas Kota Tarakan 
2014 
 
45 | P a g e  
 
mengatasi maraknya produk-produk illegal dari Malaysia yang diperdagangkan di 
Kota Tarakan. Masukan dan aspirasi dari warga masyarakat serta dari instansi 
terkait, akan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan 
perdagangan di Kota Tarakan. 
FGD yang telah dilaksanakan telah mendapatkan hasil kajian yang dapat 
mendeskripsikan kondisi aspek Sosial, Ekonomi dan Budaya dari lingkungan 
kehidupan  masyarakat Kota Tarakan. Berbagai aspirasi telah disampaikan oleh warga 
masyarakat, terutama berkaitan dengan adanya alternatif solusi yang ditawarkan dalam 
mengatasi permasalahan perdagangan produk-produk illegal khususnya prodak 
makanan dan minuman dari Malaysia yang tidak memiliki izin edar dari POM. Penting 
untuk dijadikan catatan bahwa apapun alternatif solusi yang menjadi pilihan dalam 
implementasi kebijakan pemerintah, jangan sampai tidak memperhatikan atau 
mengabaikan aspirasi berbagai komponen masyarakat yang berada di  Kota Tarakan 
khususnya pelaku ekonomi skala mikro dan kecil.  Sinergi dari berbagai pihak yang 
berkepentingan sangat diperlukan agar terjadi suasana saling menguntungkan, 
sehingga keberlanjutan dari apapun yang dibuat dapat dipelihara bersama dalam 
suasana kenyamanan yang damai dalam upaya meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat pada umumnya dan masyarakat setempat khususnya.   
Selama pelaksanaan FGD telah terjadi dialog yang kondusif penuh 
keterbukaan dan telah menghasilkan beberapa butir-butir aspirasi dan pemikiran yang 
dapat dijadikan pedoman ataupun rambu-rambu berkaitan dengan kondisi  
permasalahan yang dihadapi kaitannya dengan maraknya produk-produk illegal yang 
diperjual-belikan di Kota Tarakan. Adapun beberapa catatan penting hasi FGD dapat 
dilihat pada Lampiran 1. 
Ditegaskan oleh Tim UNHAS bahwa kajian ini tentu tidak akan merugikan 
masyarakat, sehingga implementasi kebijakan atau lahirnya regulasi atau dipertegasnya 
regulasi yang mengatur harus berpedoman kepada hasil kajian ini. Hasil kajian ini 
nantinya  harus dijadikan dasar dalam implementasi kebijakan Perdagangan di Kota 
Tarakan.  Penegasan Tim UNHAS ini sebagai landasan akademik yang  bisa 
membangun keyakinan terjadinya sinergi pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi 
dan memecahkan persoalan yang ada. 
 
4. 4.  Identifikasi Permasalahan Perdagangan Lintas Batas di Kota Tarakan 
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Perdagangan lintas batas antara Indonesia dan Malaysia telah diatur sejak tahun  
1970 yang dikenal dengan Border Trade Aggrement.  Didalam perjanjian tersebut, 
diatur tentang perdagangan lintas batas dimana penduduk yang berdomisili diwilayah 
perbatasan ke dua negara tersebut dapat memperjualbelikan barang dagangannya pada 
wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan yang dimaksud adalah Kabupaten Nunukan, 
Kecamatan Sebatik  untuk Negara Indonesia dan Sabah, Tawao untuk Negara 
Malaysia. Oleh  karena keterbatasan infrastruktur di dalam negeri khususnya di 
Kabupaten Nunukan dan sekitarnya, maka terkadang kebutuhan pokok masyarakat 
tidak dipenuhi dengan segera ketika mereka membutuhkan. Oleh karena itu, 
diperbolehkanlah penduduk  yang tinggal di wilayah tersebut menyeberang ke Tawao 
dengan melalui pass lintas batas. Volume barang yang dibeli telah diatur sesuai dengan 
regulasi yang ada. Kondisi yang sama, bagi penduduk di Tawao dapat melakukan 
transaksi jual beli di wilayah berdekatan yaitu Nunukan dan Sebatik (sebagai wilayah 
yang terdekat).  
Isu dan permasalahan pokok yang terjadi pada umumnya di wilayah perbatasan 
dapat dikelompokkan menjadi dua isu yaitu: (1) maraknya barang-barang dari Luar 
Negeri (khususnya dari Malaysia) yang pemasarannya tidak hanya di wilayah 
perbatasan namun tersebar di berbagai wilayah yang berdekatan dengan wilayah 
perbatasan seperti Tarakan dan sekitarnya.  Jika ditelusuri dari aspek hukum, barang 
dagangan tersebut terkategori sebagai barang illegal. Barang illegal dalam arti: (i) tidak 
ada izin edar, (ii) jalur distribusi yang tidak melalui proses kepabeanan. (2) Maraknya 
barang ekspor ke luar negeri  baik dalam bentuk barang larangan untuk ekspor tetapi 
diekspor (tidak mendapat izin) dan barang ekspor yang tidak melalui proses pabean. 
Kedua isu dan permasalahan tersebut dikenal dengan perdagangan illegal.  
Kota Tarakan yang meskipun secara geografis tidak termasuk sebagai wilayah 
perbatasan langsung, namun praktek perdagangan illegal (barang-barang dari Malaysia 
telah menjadi barang dagangan bagi penduduk khususnya yang berdagang di pasar-
pasar tradisional) dan juga  banyak sumber daya perikanan yang keluar sampai di 
Malaysia tercatat sebagai barang dagangan illegal.  
 Perdagangan barang illegal di Kota Tarakan dapat ditelusuri dari aspek 
historikal. Berdasarkan laporan hasil kajian Universitas Borneo (2011) dan hasil 
pendalaman di lapangan, diperoleh keterangan bahwa kegiatan perdagangan antar 
Tawao dan kota-kota kecil perbatasan di Indonesia, khususnya Kalimantan Timur 
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bagian Utara merupakan praktek tradisi perdagangan yang terjadi sejak dahulu.  Tidak 
ada keterangan yang diperoleh mengenai kapan mula terjadinya transaksi-transaksi 
perdagangan tersebut.  Menurut keterangan informan bahwa maraknya perdagangan di 
perbatasan sejak tahun 1950-an.  Pada saat itu, pedagang dari Indonesia, baik dari 
Kalimantan dan Sulawesi membawa hasil perkebunan seperti kelapa (berupa kopra) 
dan hasil komoditi perikanan, seperti; udang, ikan asin, ikan teri dan lain-lain 
sebagainya ke Tawao.  Sekembalinya ke Indonesia kapal-kapal yang dipergunakan 
mengangkut hasil bumi tadi, kemudian diisi dengan produk-produk Malaysia 
khususnya produk-produk untuk kebutuhan sehari-hari untuk diperdagangkan di 
daerah asal. 
Pada awalnya aktivitas tersebut mereka lakukan sebagai bagian dari upaya 
mereka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.   Namun sehubungan dengan 
perkembangan zaman dan kemajuan teknologi khususnya teknologi pengolahan hasil 
di Malaysia yang diperdagangkan di Tawao, maka produk yang diperjualbelikan tidak 
lagi berupa hasil bumi dalam bentuk raw material, tetapi sudah mengarah kepada 
berbagai macam produk yang merupakan hasil teknologi khusus produk seperti milo, 
dan berbagai macam produk olahan yang berbahan dasar coklat, begitu pula dengan 
produk lainnya seperti sepatu, pakaian sampai pada hasil kerajinan tangan diperjual 
belikan disana.   
Dalam hal pengadaan barang aktivitas perdagangan produk-produk Malaysia 
di Kota Tarakan untuk saat ini, diperoleh keterangan bahwa pedagang dari Tarakan 
berangkat ke Tawao sekitar jam 04.00 pagi dengan membawa komoditi perikanan 
seperti ikan mairo, bandeng untuk diperjualbelikan di pelabuhan Tawao. Perjalanan 
ditempuh selama 3-4 jam, tergantung banyaktidaknya barang yang dimuat dalam kapal 
mereka.    Transaksi perdagangan di mulai jam 8.00 pagi di Tawao.  Semua pedagang 
yang masuk ke Pelabuhan Tawao dibubuhi stempel berwarna biru dan diphoto oleh 
petugas dan ditempelkan pada buku masing-masing sebagai bukti pass lintas batas. 
Demikian halnya, jika pedagang meninggalkan pelabuhan juga dibubuhi stempel 
berwarna merah dan tidak ada unit cost dari kegiatan tersebut. (LPPM Borneo, 2011) 
Setibanya di pelabuhan, pedagang melakukan transaksi secara langsung 
dengan Sarikat di Tawao. Pedagang illegal di Tawao yang mengantarkan barang yang 
diminta oleh pedagang dari Tarakan. Mereka saling percaya antara satu dengan yang 
lainnya. Di sini modal sosial berperan penting dalam hubungan dagang diantara 
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mereka. Yang menarik dicermati bahwa regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah 
Malaysia di Tawao berdasarkan keterangan yang diperoleh dari informan, bahwa harga 
barang dari satu toko dengan toko lainnya tidak ada perbedaan (harga barang 
dikendalikan oleh pemerintah).   
Sementara barang-barang atau komoditi perdagangan yang dibawa dari Kota 
Tarakan khususya komoditi perikanan memiliki mekanisme sebagai berikut : ikan 
dagangan yang dibawa dari Kota Tarakan dapat dijual ke padagang pengumpul di 
Tanjung Aru atau dibawa langsung ke pelabuhan Tawao. Pusat pengumpulan ikan 
yang akan dikirim ke Tawao di Tanjung Aru, berupa tempat penampungan yang 
diistilahkan oleh masyarakat setempat sebagai kios.  Kios ini berada di laut, dimana 
akses ke kios melalui dermaga dengan jarak kurang lebih 1 km. Ikan  yang 
dikumpulkan di kios kemudian disortir berdasarkan jenisnya dan dimasukkan ke dalam 
box berdasarkan jenisnya.  Setelah di masukkan ke box, pengumpul kemudian melapor 
ke PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) Sebatik yang terletak di Desa Sei Pancang, 
Sebatik Utara. Di PPI ini, pengumpul mengurus SKA (Surat Keterangan Asal) ikan. 
Surat Keterangan Asal (SKA) atau yang biasa disebut Certificate of Origin (COO) 
merupakan surat/dokumen sertifikasi barang yang menyatakan bahwa barang/komoditi 
yang di ekspor adalah berasal dari daerah/negara pengekspor. 
Kemudian pedagang pengumpul mengurus surat izin berlayar (SIB) di 
Syahbandar yang terletak di Pelabuhan Sungai  Nyamuk.  Pedagang pengumpul 
kemudian pergi ke Tawao dengan membawa SKA, SIB dan Pas Lintas Batas. Selama 
perjalanan ke dermaga Tawao, pengumpul melewati beberapa pos, yaitu pertama POS 
Angkatan Laut (POS AL) dan PSDKP untuk pencatatan dan stempel surat-surat, pos 
ini berada di wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Kemudian menuju 
ke PILPOS yang merupakan pos Malaysia pertama yang berada di Sebatik Sabah. 
Kemudian pengangkut ikan bawal akan diperiksa oleh Marine Malaysia. Pemeriksaan 
ini tidak selalu ada. Hanya saat pemeriksaan mendadak. Setelah pemeriksaan  oleh 
Marine Malaysia, selanjutnya ke Pos Perikanan Malaysia yang kemudian diangkut dan 
siap didistribusikan oleh pedagang pengumpul besar  yang biasa dikenal dengan 
sebutan Toke.  
Setelah transaksi perdagangan selesai di lakukan di pelabuhan Tawao, maka 
kapal-kapal dari Tarakan kemudian melakukan perjalanan pulang membawa barang-
barang dagangan dari Tawao.  Kapal yang mereka gunakan bervariasi.  Untuk kapal-
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kapal kecil muatan berkisar 5-7 ton, sementara kapal yang berukuran besar muatan 
kapal dapat mencapat 30 ton (LPPM-Borneo, 2011). 
Perjalanan mereka tempuh selama 7- 8 jam untuk tiba/sampai di Kota Tarakan.  
Ada dua kategori pelabuhan yang pedagang jadikan tempat untuk membongkar 
muatannya. Pelabuhan resmi dan pelabuhan illegal atau diistilahkan sebagai pelabuhan 
tikus.  Untuk muatan barang-barang yang umum sebagai kebutuhan pokok masyarakat 
di Kota Tarakan (yang biasa di toleransi oleh pemerintah Kota Tarakan) biasanya  
muatan dibongkar di Pelabuhan Malundung dengan kelengkapan administrasi cap 
stempel fiktif dari toko  yang ada di Daerah Nunukan. 
 
Gambar 4.1. Prosedur Perdagangan Lintas Batas Komoditi Perikanan 
 
Menurut keterangan informan biaya administrasi yang dikenakan kepada 
mereka jumlahnya tidak sedikit.  Pemeriksaan barang baik yang terjadi di tengah laut 
maupun di Pelabuhan Malundung pedagang harus keluarkan biaya sekitar Rp.500.000. 
– Rp. 1.000.000,-  Kemudian bea masuk di pelabuhan berkisar Rp.2.000.000. – 
Rp.5.000.000,- tergantung kapasitas barang dan nilai barang yang dibawa.  Moral 
hazard oknum petugas, menjadikan pedagang sebagai sumber penghasilan mereka 
sehingga pedagang harus mengeluarkan lagi biaya ekstra untuk memenuhi permintaan 
oknum petugas. 
Sementara untuk barang-barang yang intoleransi dari pemerintah, seperti 
daging, minyak dan gula, lending botany di belakang rumah-rumah penduduk di 
sekitar pantai.  Kondisi inilah yang menyebabkan maraknya pelabuhan-pelabuhan 
tikus di Kota Tarakan. Data yang diperoleh dari Bea Cukai Kota Tarakan bahwa 
sepanjang pantai Pulau Tarakan merupakan lokasi yang memiliki potensi 
pemasukan/pengeluaran barang secara illegal.  Untuk saat ini beberapa 
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pelabuhan/dermaga/lokasi di Tarakan yang tidak memiliki izin untuk kegiatan 
impor/ekspor dan menjadi objek pengawasan Bea Cukai Kota Tarakan, yaitu;  
Pelabuhan Beringin I, Pelabuhan Beringin IV, Pelabuhan Jembatan Besi, Pelabuhan 
SDF Tengkayu I, Pelabuhan Tengkayu II, Pelabuhan Juwata Laut, Pelabuhan 
Mamburungan dan Pantai Amal.  Selanjutnya, pedagang mendistribusikan produk-
produk dagangan ilegal tersebut kepada penjual-penjual yang ada di Kota Tarakan, 
khususnya di pasar-pasar tradisional. 
Nilai barang yang masuk ke Kota Tarakan melalui Pelabuhan Tidak 
Resmi cukup besar (LP2M, Universitas Borneo, 2012). Survey yang dilakukan 
oleh LP2M Borneo menemukan bahwa total nilai barang illegal yang 
diperdagangkan di Kota Tarakan sebanyak 24,32 Miliar yang berasal dari 
lima pelabuhan yang tidak melalui proses kepabeanan. Nilai barang impor 
yang terbesar adalah diperoleh dari Pelabuhan Belakang Kantor BRI, 
kemudian Pelabuhan Pasar Beringin, serta Pelabuhan Tengkayu I. Jika 
pelabuhan-pelabuhan tersebut tidak ditertibkan maka potensi beredarnya 
barang-barang yang datang dari negara tetangga sangat besar.  
 
Gambar 4.2. Nilai Barang Impor Tidak Melalui Pelabuhan Malundung Tarakan, 2012. 
 
Sumber: LP2M Universitas Borneo Tarakan Kerjasama dengan Bappeda Kota 
Tarakan, 2011 
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Kegiatan ekspor-impor di Kota Tarakan ditunjang oleh banyaknya perusahaan-
perusahaan yang melakukan aktivitas ekspor dan impor. Tabel  4.4  memperlihatkan 
nama perusahaan yang berdomisili di Kota Tarakan dan aktive melakukan kepabeanan 
selama periode 2013-2014. Namun jika dicermati lebih jauh,  terlihat bahwa dari 
sekian banyak perusahaan  tersebut hanya satu perusahaan bertindak sebagai eksportir 
sekaligus sebagai importir. Ini berarti perusahaan tersebut pada saat mengirim barang 
ke luar negeri ataupun memasukkan barang dari negara lain semuanya tercatat di 
pabean. Sementara perusahaan-perusahaan lainnya berpotensi untuk memasukkan 
barang dari negara lain yang tidak melalui proses kepabeanan atau mengirim barang 
keluar negeri tanpa tercatat. Dengan kata lain, potensi untuk barang-barang illegal 
cukup besar. Alasannya adalah secara logika, perusahaan mengirim barang atau 
mendatangkan barang apakah menggunakan perahu sendiri ataupun menyewa perahu 
pasti memikirkan untung rugi dari perdagangan. Ketika mereka mengirim barang ke 
luar negeri  baik menggunakan kapal sendiri ataupun kapal orang lain, maka kapal 
tersebut tidak mungkin kembali dalam keadaan kosong. Ini berarti kapal-kapal yang 
berangkat kembali dengan mengisi  barang-barang dari negara lain yang kemungkinan 
tidak lagi melalui proses pabean.  
Tabel 4.4. Nama eksportir dan Importir yang aktif melalui kepabeanan  
Eksportir : Importir : 
1) PT. Aditya Prawira Shipping 1) CV. Sinar Mitra Jaya 
2) PT. Bonanza Pratama Abadi 2) CV. Sumber Abadi Mulia 
3) UD. Harapan Maju 3) CV.Ichwan 
4) PT. Idec Abadi Wood Industries 4) CV.Sinar Mitra Jaya 
5) PT. Intracawood Manufacturing 5) CV.Tri Jaya Abadi 
6) PT. Kayan Putra Utama Coal 6) PT. Bina Kaltara Mandiri 
7) PT. Mustika Minanusa Aurora 7) PT. Surya Bahau Mandiri 
8) PT. Nelayan Barokah 8) CV. Sinar Nelayan 
9) PT. Pipit Mutiara Jaya 9) PT. Masawindo Mega Jaya 
10) PT. Sabindo Raya Gemilang  
11) PT. Samudera Perikani  
12) CV. Semoga Jaya  
13) CV. Sinar Surya  
14) PT. Sumber Kalimantan Abadi  
15) Toko Dina  
16) CV. Tri Jaya Abadi  
17) PT. Tri Mitra Makmur  
18) CV. Zami Jaya Pratama  
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*) nama eksportir / importir lainnya yang domisili di luar tarakan tidak 
ditampilkan. 
Sumber: Kantor Bea Cukai Kota Tarakan, 2014 
Misalnya ada perusahaan tercatat sebagai importir berarti mendatangkan 
barang dari luar negeri  dengan menggunakan kapal. Ini juga berpotensi untuk 
mengeluarkan barang tanpa melalui proses kepabeanan. Aktivitas perdagangan barang 
di Kota Tarakan baik perdagangan antar pulau maupun perdagangan antar negara 
nampaknya menimbulkan masalah yang cukup  serius.  
Banyak barang  yang diperdagangkan di Kota Tarakan  yang berasal dari 
negara lain atau keluar ke negara lain tidak melalui proses kepabeanan. Hal ini tentu 
saja merugikan Kota Tarakan dan Negara pada umumnya. Kondisi tersebut terjadi 
karena Kota Tarakan dikelilingi oleh laut, sehingga banyak pelabuhan-pelabuhan yang 
tersebar disepanjang pantai. Pelabuhan tersebut ternyata digunakan oleh warga 
masyarakat (pedagang) untuk  
mmendatangkan atau mengeluarkan 
barang dagangan. Pelabuhan tersebut 
diistilahkan sebagai “pelabuhan tikus” 
tidak mendapat izin dari pemerintah 
untuk melakukan kegiatan ekspor dan 
impor. Jumlah pelabuhan yang tergolong 
tidak resmi relative banyak sehingga 
potensi barang-barang dagangan (keluar 
masuk) yang secara illegal cukup besar. 
Kondisi perdagangan tersebut berdampak 
negative terhadap perekonomian secara 
keseluruhan. Kota Tarakan meskipun 
bukan merupakan wilayah perbatasan 
langsung dengan  Tawao-Malaysia, namun 
kondisi perekonomiannya sangat 
dipengaruhi oleh perekonomian Kabupaten 
Nunukan, Sebatik sebagai perbatasan 
langsung dengan Tawao-Malaysia. Hal ini terlihat dari aktivitas ekonomi dipasar 
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tradisional didominasi oleh produk-produk makanan dan minuman dari Malaysia. 
Barang tersebut dapat didatangkan melalui beberapa jalur yaitu jalur langsung dari 
Malaysia, Sungai Nyamuk-Sebatik, atau dari Nunukan dan ataupun jalur “pelabuhan 
tikus”.  HHanya saja, barang yang diperdagangkan tidak semua memenuhi regulasi 
yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Beberapa produk yang secara resmi merupakan 
produk impor tetapi distribusinya sampai ke Kota Tarakan tidak melalui  pelabuhan 
resmi, terlebih lagi beberapa produk impor (beredar di pasar tradisional) namun belum 
secara resmi sebagai produk impor karena belum memperoleh izin dari Badan POM. 
Adapun lembaga dan jalur pemasaran produk-produk illegal di Kota Tarakan 
adalah sebagai berikut : 
 
 
Gambar 4.3. Lembaga dan Jalur Pemasaran Produk Malaysia di Kota Tarakan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tantangan yang dihadapi oleh pedagang di Kota Tarakan terkait dengan efek dari  
perdagangan lintas batas yaitu:  
i. Tidak mendapat izin dari pemerintah terutama izin edar dari BPOM, pada saat 
yang sama permintaan masyarakat atas produk barang-barang dari Malaysia 
semakin berkembang 
ii. Pedagang lokal (importir lokal) tidak mampu memenuhi persyaratan dari 
produsen luar negeri 
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iii. Dukungan dari pemerintah terkait dengan ketidakmampuan atas persyaratan 
dari negara parner tidak ada 
Jika tantangan tersebut tidak dapat diatasi oleh pedagang bersama dengan pihak 
pemerintah daerah, maka peluang terjadinya barang-barang impor ilegal tidak akan 
pernah berhenti. Bahkan dengan permintaan dari masyarakat semakin meningkat 
akibat semakin banyak pengunjung ke Kota Tarakan, sehingga pedagang  semakin 
terdorong untuk mendatangkan barang-barang dari luar negeri (Malaysia). Beberapa 
faktor penyebab terjadinya perdagangan barang-barang illegal di Kota Tarakan 
sebagaimana terlihat pada Gambar 4.4. berikut ini: 
Gambar 4.4. Faktor Penyebab Perdagangan Ilegal di Kota Tarakan  
 
Sumber: Tim Peneliti, 2014 
 Lembaga-lembaga yang terkait seperti BPOM, Kepolisian, Bea Cukai, 
Syahbandaran pada dasarnya telah menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. 
Namun yang masih lemah adalah koordinasi diantara mereka yang belum berjalan 
sebagaimana mestinya. Hasil wawancara menyimpulkan bahwa secara umum mereka 
(unsur-unsur aparat) saling mengetahui adanya deviasi dari perdagangan, namun upaya 
untuk mencari solusi pemecahannya tidak optimal.  Terindikasi bahwa mereka 
membiarkan perdagangan illegal  terjadi begitu saja. Fungsi Pengawasan dapat 
dilakukan pada setiap  tahapan atau mekanisme jalur pemasaran.  
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 Peluang untuk tidak berfungsinya pengawasan disebabkan oleh jalur distribusi 
perdagangan mulai dari wilayah asal hingga ke tempat pemasaran akhir (Kota 
Tarakan). Berikut ini tergambar alur perdagangan impor.  
 
Gambar 4.5.  Alur Perdagangan Impor  dari Malaysia ke Kota Tarakan 
 
Sumber: Tim Peneliti, 2014 
 Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa ada beberapa titik yang berpotensi 
terjadinya tindakan-tindakan atau transaksi bagi oknum-oknum yang tidak 
menjalankan fungsinya secara baik. Misalnya titik-titik pelabuhan tikus, barang 
dagangan secara langsung dari Sebatik langsung ke pelabuhan tikus. Pada area inilah 
yang paling berisiko. Lembaga-lembaga yang seharusnya melakukan tugas dan fungsi 
pengawasan adalah TNI/AL, Kepolisian. 
 
 
 
 
 
 
 
Laporan Akhir Evaluasi Permasalahan dan Perumusan Kebijakan 
Perdagangan Lintas Batas Kota Tarakan 
2014 
 
56 | P a g e  
 
Gambar 4.6. Alur Perdagangan Ekspor dari Kota Tarakan ke Tawao-Malaysia 
 
Sumber: Tim Peneliti, 2014 
 Berdasarkan hasil wawancara ditemukan berbagai persepsi dari masing-masing 
lembaga yang terkait terhadap kondisi riil barang-barang illegal yang beredar di Kota 
Tarakan yaitu: 
Tabel 4.5. Interpretasi  Lembaga Terkait tentang Produk Illegal Kota Tarakan 
 
 Sumber: Hasil  olahan data primer, 2014 
 BPOM mengatakan bahwa barang-barang Malaysia khususnya produk 
makanan dan minuman sebagian besar tidak mendapat izin edar. Oleh karena itu, 
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barang tersebut dikategorikan sebagai barang illegal. Untuk melegalkan barang-barang 
makanan dan minuman dari Malaysia harus terdaftar oleh BPOM. Tujuan dari  regulasi 
tersebut adalah untuk melindungi konsumen dalam negeri atas berbagai kemungkinan 
bahaya yang ditimbulkannya terutama terhadap kesehatan konsumen. BPOM harus 
melakukan pengujian laboratorium atas produk-produk tersebut. Sebelum melakukan 
pengujian, perusahaan importir harus mendaftarkan diri sebagai calon pengimpor  
barang makanan dan minuman. Syarat-syarat untuk pendaftaran telah diatur oleh 
pemerintah (BPOM). Salah satu persyaratan yan tidak bisa dipenuhi oleh calon 
pengimpor adalah izin dari produsen parner (Malaysia). Tahapan inilah yang 
memberatkan bagi pengimpor karena setelah berkomunikasi dengan produsen 
Malaysia terutama produk Milo, ada lagi syarat yang cukup berat dimana pedagang 
(importir) tidak sanggup memenuhi yaitu “jumlah produk MILO per kali angkutan 
sebesar 20-30 kontainer per item produk. Pedagang importir sangat berat untuk 
memenuhi regulasi tersebut. Sementara di sisi BPOM tetap patuh pada peraturan yang 
telah ditetapkan. Kondisi itulah yang menyebabkan pedagang tetap memasukkan 
produk MILO dari Malaysia secara illegal dan dipasarkan di pasar-pasar tradisional. 
Aktivitas dagang ini tetap berjalan karena ditunjang oleh permintaan produk MILO 
yang setiap tahun mengalami peningkatan.  
 Para pengusaha importir membutuhkan sentuhan kebijakan dari pemerintah 
terkait dengan kondisi tersebut. Hal ini diperkuat oleh adanya regulasi yang 
menetapkan bahwa Pelabuhan Malundung Kota Tarakan secara resmi ditetapkan 
sebagai pelabuhan impor makanan dan minuman. Namun sampai saat ini pelabuhan 
tersebut  belum berfungsi disebabkan oleh dua hal yang tidak bisa bersinergi yaitu (i)  
ketidakmampuan pengusaha importir lokal untuk memenuhi persyaratan dari negara 
produsen, (ii) pemerintah dalam hal ini BPOM tetap menjalankan tugas sesuai dengan 
peraturan.  
 Persepsi dari lembaga lainnya seperti Bea Cukai bahwa produk-produk ilegal 
masuk ke Kota Tarakan melalui sejumlah pelabuhan yang berada disepanjang pantai 
Pulau Tarakan yang tidak mendapat izin sebagai pelabuhan bongkar muat barang 
dagangan. Saran dari Bea Cukai bahwa pengawasan pelabuhan-pelabuhan tersebut 
diperlukan koordinasi  dengan pihak terkait misalnya Kepolisian.  
 Berdasarkan hasil analisis dari berbagai persepsi yang diutarakan oleh 
lembaga-lembaga terkait, dapat disimpulkan  bahwa permasalahan perdagangan illegal 
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di Kota Tarakan pada dasarnya dapat diatasi melalui pengawasan secara ketat dan 
koordinasi secara intensif dengan stakeholder yang lain. Hal ini berarti, lembaga-
lembaga terkait sedapat mungkin dapat bersinergi didalam menjalankan tugas dan 
fungsinya. Selain itu, pemerintah harus menyediakan barang kebutuhan pokok bagi 
masyarakat dengan tepat dan biaya yang dapat dijangkau oleh msyarakat misalnya, 
gula, tabung gas, terigu, daging, dsb. 
 Perdagangan produk-produk illegal pada dasarnya mempunyai dampak negatif 
maupun dampak positif  terhadap perekonomian Kota Tarakan baik secara langsung 
maupun tidak langsung. Dampak negatif yang muncul antara lain: 
(i) Aspek pendapatan.  
Pemasukan negara berkurang akibat banyaknya  sumberdaya dalam negeri yang 
keluar tanpa melalui proses kepabeanan. Ini berarti potensi penerimaan negara 
yang berasal dari pajak adalah berkurang. Demikian halnya dengan produk-
produk yang dari luar negeri secara illegal menyebabkan penerimaan negara  
yang bersumber dari bea masuk juga berkurang. Secara makro, penurunan 
penerimaan negara berimplikasi terhadap pemerintah daerah. Di sisi lain, karena 
adanya oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan keuntungan dari 
perdagangan illegal, menyebabkan biaya  yang dikeluarkan oleh pengimpor 
ataupun pengekspor tetap terhitung tinggi. Namun biaya yang dikeluarkan oleh 
pedagang tidak  dimasukkan ke dalam kas negara tetapi langsung ke kas pribadi 
para pelaku. 
(ii) Aspek konsumen  
Keamanan pangan tidak terjaga. Ini berarti tidak ada perlindungan kesehatan 
bagi konsumen. Barang-barang yang masuk tanpa melalui proses pemeriksaan 
dari BPOM berisiko munculnya berbagai macam penyakit. Hal ini berdampak 
negatif bagi kesehatan masyarakat khususnya masyarakat pengkonsumsi. 
Misalnya daging, ayam, makanan dan minuman, atau kosmetik yang semuanya 
bisa membahayakan.  
(iii) Aspek produsen.  
Produk-produk lokal yang sama dengan produk-produk luar negeri menyebabkan 
daya saing produk lokal menjadi berkurang. Karena biasanya  produk-produk 
dari luar pada umumnya mempunyai kualitas yang bagus dan harga yang lebih 
rendah. Pada saat yang sama, produk-produk lokal mempunyai kualitas yang 
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lebih rendah dan harga yang lebih tinggi. Kondisi ini menyebabkan konsumen 
dapat beralih produk ketika masuk barang-barang impor illegal. Pendapatan 
produsen akan berkurang yang selanjutnya dapat memengaruhi  karyawan 
perusahaan, misalnya gaji/upahnya berkurang atau terjadi PHK. Ini berarti secara 
makro perekonomian  kurang membaik karena terjadi pengangguran. 
 Meskipun terdapat beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh 
perdagangan barang-barang illegal, namun dalam kenyataan di Kota Tarakan aktivitas 
tersebut mempunyai dampak positif khususnya pergerakan aktivitas ekonomi mikro 
dan penyerapan tenaga kerja. Dampak positif dari aktivitas perdagangan produk-
produk illegal di Kota Tarakan antara lain: 
(i) Aspek ekonomi.     
 Pergerakan aktivitas perdagangan produk-produk Malaysia secara tidak 
langsung juga berkontribusi terhadap penerimaan retribusi daerah khususnya  
retribusi dari penggunaan kios/los di pasar-pasar tradisional. Tanpa ada aktivitas 
barang-barang jualan dari Malaysia, maka dapat dipastikan penggunaan los/kios 
tidak optimal yang berarti penarikan retribusi  berkurang atau tidak ada. 
Penerimaan retribusi dari pasar-pasar tradisional yang umumnya merupakan  
tempat pedagang produk-produk Malaysia seperti Pasar  Lingkas dan Pasar 
Sebengkok cukup potensial. Berdasarkan hasil  survey kedua pasar tersebut, 
terdapat  sejumlah kios dan los sebagai rincian objek retribusi. Setelah dihitung 
secara sederhana berdasarkan jumlah penggunaan kios dan los serta besaran tarif 
yang dikenakan pada setiap pedagang (Tarif sesuai Perda No.1 tahun 2012, 
tentang Retribusi Pelayanan Umum, estimasi peneriamaan retribusi dari 
penggunaan kios dan los di Pasar Sebengkok dan Pasar Lingkas berkisar kurang 
lebih  Rp 254,8 juta per tahun (Pemda Kota Tarakan, 2013). Hasil perhitungan 
tersebut memasukkan penggunaan fasilitas (kios, dan Los) yang tidak menjual 
barang Malaysia, namun jumlahnya relative lebih sedikit.   
  
Kelancaran para pedagang dalam pembayaran biaya pelayanan jasa dari 
pemerintah (pembayaran retribusi) merupakan indikasi adanya kelancaran 
perputaran akivitas dagangan mereka.  Berdasarkan hasil wawancara dari 
informan di beberapa pasar tradisional dapat disimpulkan bahwa pendapatan 
kotor yang diperoleh  oleh pedagang produk-produk Malaysia cukup besar.  
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Pedagang yang menempati posisi strategis seperti bagian depan, rata-rata per 
bulannya mendapatkan kisaran Rp 10 juta, sementara pedagang lainnya 
bervariasi antara Rp 5 juta – Rp 7 juta per bulan.  Hasil survey ini hanya pada 
pedagang eceran. Pedagang besar (distributor) dipastikan memperoleh 
pendapatan jauh lebih besar. 
 
 Produk Malaysia memang bisa disebut mudah masuk ke Tarakan, banyak 
sayuran, buah maupun produk makanan dan minuman yang tersebar di 
Tarakan. Meskipun disebut tidak berizin dan ilegal, nyatanya produk Malaysia 
ini dijual bebas di beberapa tempat terbuka termasuk di Pasar Tradisional.  
Data yang diperoleh dari hasil kajian Universitas Borneo dengan mengambil 
kasus di Pasar Lingkas disebutkan bahwa jumlah toko yang menjual barang 
Malaysia kurang lebih 12 toko dan pengecer, dengan total omset perbulan 
sebesar Rp.1.175.000.000,- atau rata-rata pertokonya Rp.97.916.000,- per 
bulan.  Dari 12 toko yang terdata, ada 4 toko yang omsetnya diatas 
Rp.100.000.000,- per bulan, selebihnya Rp.50.000.000 sampai 
Rp.100.000.000,- per bulan.  Data ini menunjukkan bahwa perputaran uang 
untuk produk-produk Malaysia sedikit banyaknya telah memutar roda 
perekonomian masyarakat untuk skala usaha dagang mikro dan kecil.   
 
 Dengan demikian, menjadi alasan yang kuat, ketika wacana penegakan hukum  
untuk pelarangan menjual produk-produk illegal khususnya produk dari 
Malaysia seperti produk milo dan sebagainya yang tidak memiliki izin edar, 
mendapat perlawanan yang keras dari masyarakat pelaku ekonomi skala mikro 
(pedagang-pedagang di pasar tradisional).   Secara keseluruhan, aktivitas 
pedagang-pedagang mikro telah berkontribusi terhadap perdagangan secara 
total di Kota Tarakan, meskipun besarannya tidak diketahui secara pasti. 
 
(ii)      Penyerapan Tenaga Kerja 
 Salah satu alasan pelaku ekonomi (pedagang produk –produk Malaysia) ketika 
wacana pelarangan perdagangan barang-barang illegal termasuk produk 
makanan dan minuman adalah keterserapan mereka dalam pekerjaan.  Hasil 
wawancara yang dilakukan diperoleh keterangan bahwa keberlanjutan ekonomi 
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rumah tangga, mereka gantungkan pada penjualan produk-produk illegal yang 
dimaksud.  Oleh karena itu, akan menjadi persoalan ketika lapangan pekerjaan 
mereka ditutup tanpa memberikan solusi atau membuka lapangan pekerjaan 
baru untuk beralih profesi.  Dari data yang diperoleh berdasarkan kajian 
kesempatan kerja di Kota Tarakan diperoleh keterangan bahwa subsektor 
perikanan merupakan sektor basis Kota Tarakan yang memberikan kontribusi 
terhadap pendapatan daerah dan menjadi subsektor dengan potensi ekonomi 
yang prospektif di wilayah pesisir Kota Tarakan.  Artinya ketika potensi 
sumberdaya perikanan dikelola secara optimal dengan sendirinya lapangan 
pekerjaan bagi masyarakat Kota Tarakan akan terbuka lebar dalam menggeluti 
bidang ini.  
Laporan Akhir Evaluasi Permasalahan dan Perumusan Kebijakan 
Perdagangan Lintas Batas Kota Tarakan 
2014 
 
62 | P a g e  
 
BAB V 
ASPEK HUKUM DAN PERUMUSAN KEBIJAKAN 
  
 
5.1. Tinjauan Umum  
 
Negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan (welfare state) berkewajiban 
untuk meningkatkan kesejahteraan setiap warga negara. Salah satu tujuan Negara 
sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 adalah bahwa Negara menjamin 
kesejahteraan umum, yang dapat dimaknai bahwa negara berkewajiban untuk 
memenuhi kebutuhan sandang, papan dan pangan bagi warga negaranya. 
Pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dapat diperoleh dengan melakukan 
hubungan perdagangan, baik perdagangan tradisional, perdagangan nasional dan 
internasional, maupun perdagangan antar pulau. Perdagangan internasional dapat 
dilakukan melalui perdagangan person to person, coorporate to coorporate atau 
government to government tergantung kebutuhannya.  
Perdagangan antara warga negara Malaysia dengan warga negara Indonesia 
khususnya di bagian utara Pulau Kalimantan, telah terjalin jauh sebelum adanya batas 
negara, yang biasa dikenal dengan perdagangan tradisional. Perdagangan dilakukan 
dengan tidak dibatasi oleh berbagai aturan-aturan internasional atau berdasarkan 
perjanjian antara dua negara. Model perdagangan ini menjadi tradisi yang terus 
berlangsung sampai saat ini. Namun dengan adanya batas-batas negara, masyarakat 
tidak dapat lagi melakukan perdagangan secara tradisional secara bebas, oleh karena 
dibatasi oleh aturan-aturan yang bersifat Internasional atau bilateral. Masyarakat yang 
melakukan perdagangan antar negara wajib tunduk dan taat pada hukum yang berlaku. 
Di usia kemerdekaan ke-69, Indonesia belum dapat sepenuhnya memenuhi 
kebutuhan ekonomi seluruh warganya, khususnya bagi mereka yang berada di daerah 
perbatasan antar negara (border state). Tingkat kesejahteraan masyarakat pada daerah 
tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat kesejahteraan warga 
negara tetangga. Akibatnya adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di daerah 
perbatasan, baik berbatasan darat maupun berbatasan laut, pemenuhan kebutuhan 
hidupnya sehari-hari sebagian besar dipenuhi oleh negara tetangga dengan harga yang 
lebih murah dengan kualitas yang lebih baik, dengan  melalui perdagangan tradisional 
maupun perdagangan internasional.  
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Dalam berhubungan dengan negara tetangga, harus memenuhi ketentuan yang berlaku 
secara internasional, baik yang berlaku secara universal maupun melalui perjanjian 
bilateral antara kedua negara. Salah satu perjanjian bilateral yang telah dijalin antara 
Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia yaitu Perjanjian mengenai Fasilitas 
Perjalanan untuk Perdagangan Lintas Batas laut antara Republik Indonesia dan 
Malaysia (Agreement on Travel Facilities for Sea Border Trade between the Republic 
of Indonesia and Malaysia), yang ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 1970. 
Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa bagi masing-masing warga negara yang 
hendak bepergian dengan melintasi batas antara kedua negara diwajibkan memiliki Pas 
Lintas Batas atau Pas Sempadan Laut. Ketentuan ini hanya berlaku bagi warga negara 
yang berdomisili di daerah perbatasan masing-masing, misalnya warga masyarakat 
Kabupaten Nunukan/Sebatik di wilayah Kalimantan Utara. Kerjasama tersebut belum 
menyepakati atas usulan Malaysia, agar untuk meningkatkan batas maksimum 
perdagangan lintas batas yang sebelumnya 300 dolar AS per-orang  menjadi 1.500 
dolar AS. Selain itu, juga terdapat kerjasama pengamanan perdagangan berdasarkan 
kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo 1967 
(http://www.antaranews.com/berita/120918/ri--malaysia-belum-sepakati-revisi-
perdagangan-lintas-batas). Perjanjian perdagangan lintas batas 1970 yang dibangun 
kedua negara hanya meliputi arus barang perbatasan di darat, tidak termasuk 
perdagangan melalui perbatasan laut, sebagaimana yang diinginkan oleh Indonesia.    
Interaksi antar warga negara dari kedua negara tersebut, khususnya dalam 
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga untuk keperluan peningkatan 
kesejahteraan bagi warga negara Indonesia harus melalui jalur yang sah (Imigrasi dan 
Kepabeanan) negara masing-masing. Namun dalam banyak fakta, ternyata dalam 
hubungan ekonomi (perdagangan) antara warga negara Indonesia ataupun korporasi, 
ditemukan berbagai pelanggaran kepabeanan atau perdagangan illegal, yaitu warga 
negara Indonesia memasukkan berbagai barang dari Malaysia ke dalam wilayah 
Indonesia melalui pelabuhan tidak resmi ("jalur tikus"), baik melalui Nunukan/Sebatik 
melalui perdagangan lintas batas (border trade) maupun perdagangan Internasional, 
misalnya perdagangan langsung antara Tawau - Malaysia dengan Kota Tarakan, 
Kalimantan Utara. Kegiatan perdagangan demikian berdampak pada kerugian bagi 
negara, oleh karena Negara tidak dapat menerima pemasukan (bea masuk dan Pajak) 
dari perdagangan tersebut.  
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Masuknya barang asal Malaysia di Kota Tarakan, telah memberikan dampak ekonomi 
yang cukup besar bagi masyarakat pelaku usaha dan pergerakan pertumbuhan ekonomi 
Kota Tarakan yang ditopang sektor perdagangan dan jasa.  Alur masuknya produk 
makanan olahan, minuman dan produk lainnya ke Kota Tarakan dilakukan oleh para 
pedagang tradisional (pelaku usaha) melalui perdagangan legal dan illegal, baik 
perdagangan dari Tawau-Malaysia langsung ke Tarakan (penyelundupan), maupun 
perdagangan antar pulau melalui Nunukan/Sebatik dengan menggunakan kapal laut.  
Illegal dimaknai dalam dua hal, pertama melanggar ketentuan kepabeanan, 
yaitu masuknya barang ke dalam wilayah Indonesia tidak memenuhi persyaratan 
administrasi, misalnya barang yang dibawa adalah barang yang dilegalkan untuk dapat 
diedarkan di wilayah Indonesia, namun (1) ketika barang tersebut masuk ke Indonesia 
tidak melalui jalur perdagangan yang disetujui oleh pihak pemerintah Indonesia, yaitu 
barang tidak dibongkar melalui pelabuhan yang sudah ditetapkan sebagai pelabuhan 
impor; (2) Jumlah/volume dan nama barang yang diangkut tidak sesuai dengan jumlah 
dan nama yang tertera dalam manifest; (3) Barang yang diangkut tidak  memiliki 
dokumen yang sah. Kedua, melanggar ketentuan pelayaran dan kesyahbandaran, 
misalnya kapal pengangkut tidak memiliki izin kelaiklautan untuk berlayar, dan 
berbagai izin lainnya yang diperlukan.  
Selain kedua hal tersebut, terjadi pelanggaran pidana, yaitu barang dianggap 
illegal bilamana barang yang diperdagangkan adalah barang tidak memiliki izin edar, 
tidak terdaftar dan tidak memiliki kode ML (untuk makanan produk luar) dari Badan 
Pengawasan Obat dan Makanan-RI (BPOM-RI), barang yang diedarkan tidak 
memenuhi keamanan, misalnya barang yang mengandung zat yang terlarang untuk 
diperdagangkan (mengandung formalin, terkena radiasi, tercemar dan lain-lain), mutu 
barang tidak sesuai dengan daftar yang tertera dalam kemasan, dan berbagai aturan 
lainnya sebagaimana yang dipersyaratkan dalam peraturan mengenai Kesehatan, 
Pangan, Perdagangan, serta BPOM-RI. Selain itu, juga dianggap illegal bilamana 
barang masuk ke dalam wilayah Indonesia dibawa oleh orang yang melanggar 
ketentuan Keimigrasian. 
 
5.2. Kebijakan Pemenuhan Pangan 
Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan disebutkan bahwa 
Negara (pemerintah dan Pemerintah Daerah) mempunyai tanggungjawab untuk 
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memenuhi ketersediaan kebutuhan pangan warga negara dengan harga yang 
terjangkau. Pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan dan harga Pangan 
Pokok, mengelola cadangan Pangan Pokok Pemerintah, dan distribusi Pangan Pokok 
untuk mewujudkan kecukupan Pangan Pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat. 
Sumber penyediaan pangan berasal dari produk pangan dalam negeri dan cadangan 
pangan nasional. Namun bila kebutuhan tidak mencukupi, maka pangan dapat 
dipenuhi dengan mengimpor pangan sesuai kebutuhan. Selain ketersediaan pangan 
yang harus dipenuhi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, juga bertanggungjawab 
menyediakan pangan dengan harga yang terjangkau yang dipengaruhi oleh distribusi, 
pemasaran, perdagangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok.  
Stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok di tingkat produsen dan 
konsumen, dilakukan untuk melindungi pendapatan dan daya beli Petani, Nelayan, 
Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil, serta menjaga 
keterjangkauan konsumen terhadap Pangan Pokok. Upaya pemerintah dan pemerintah 
daerah dalam menstabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok dilakukan melalui: a. 
penetapan harga pada tingkat produsen sebagai pedoman pembelian Pemerintah; b. 
penetapan harga pada tingkat konsumen sebagai pedoman bagi penjualan Pemerintah; 
c. pengelolaan dan pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah; d. pengaturan dan 
pengelolaan pasokan Pangan; e. penetapan kebijakan pajak dan/atau tarif yang 
berpihak pada kepentingan nasional; f. pengaturan kelancaran distribusi antarwilayah; 
dan/atau g. pengaturan Ekspor Pangan dan Impor Pangan. 
Tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kota Tarakan dalam 
memenuhi ketersediaan pangan dengan harga terjangkau tidak berjalan dengan baik, 
karena kenyataan menunjukkan bahwa ketersediaan bahan pokok pangan tidak dapat 
dipenuhi secara maksimal. Selain itu, harga barang produk dalam negeri yang 
diperdagangkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan produk pangan yang berasal 
dari luar (produk impor legal dan illegal). Kenyataan ini menjadi peluang besar bagi 
pelaku usaha baik perorangan maupun badan usaha untuk menyediakan produk pangan 
yang dibutuhkan dengan harga yang terjangkau dengan cara-cara yang melanggar 
hukum (berlaku hukum ekonomi supplay and demand).  
 Penetapan Pelabuhan Laut Malundung, Kota Tarakan sebagai pelabuhan Impor 
Produk Tertentu berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 83/M-
DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, selain memberikan 
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kesempatan bagi Pelaku Usaha (Badan Usaha) untuk meningkatkan kegiatan 
impornya, namun bagi pelaku usaha yang memiliki kebiasaan mengimpor berbagai 
produk selain produk dimaksud dalam peraturan tersebut menganggapnya sebagai 
pembatasan impor untuk produk lainnya. Produk tertentu dimaksud adalah produk 
yang terkena ketentuan impor yang meliputi produk makanan dan minuman, obat 
tradisional dan suplemen makanan, kosmetik, pakaian jadi, alas kaki, elektronika, dan 
mainan anak-anak. Namun khusus Pelabuhan Malundung Kota Tarakan hanya 
dibolehkan untuk produk impor untuk makanan dan minuman (Pasal 6 Ayat 2). 
Peraturan ini hanya berlaku sampai tanggal 31 Desember 2015. 
 
5.3. Kerjasama Lintas Sektor dalam Penanganan Perdagangan Ekspor Impor di  
       Kota Tarakan 
 
Perdagangan lintas negara (ekspor dan impor) melibatkan peran serta institusi 
negara dengan maksud agar kepentingan negara dapat terlindungi. Keterlibatan 
institusi negara diantaranya Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai), Kementerian Perhubungan (Kesyahbandaran), Kementerian Hukum dan HAM 
(Direktorat Jenderal Keimigrasian), Kementerian Perdagangan, Kementerian 
Pertanian, Kementerian Kesehatan, Badan POM-RI (Pengawasan dan Perlindungan 
Konsumen), Pertahanan dan Keamanan (TNI dan Kepolisian).  
Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 
17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, bahwa perdagangan ekspor dan impor harus 
dilakukan secara resmi dengan melalui wilayah kepabeanan Indonesia. 
 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan diberikan 
kewenangan untuk memungut bea masuk dan Pajak dalam rangka impor. 
Filosofi pemungutan bea masuk adalah untuk melindungi industri dalam negeri dari 
limpahan produk luar negeri yang diimpor, dalam bahasa perdagangan sering 
disebut tariff barier yaitu besaran dalam persen yang ditentukan oleh negara untuk 
dipungut oleh DJBC pada setiap produk atau barang impor. Sedang untuk ekspor pada 
umumnya pemerintah tidak memungut bea demi mendukung industri dalam negeri dan 
khusus untuk ekspor pemerintah akan memberikan insentif berupa 
pengembalian restitusi pajak terhadap barang yang diekspor. DJBC sebagai instansi 
vertikal dibawah Kementerian Keuangan  telah mengalami banyak perubahan dan 
peningkatan peran dalam mengatasi berbagai permasalahan bangsa melalui tugas dan 
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fungsi yang dimilikinya, antara lain sebagai Trade Facilitator dan Community 
Protector.  
Kedua fungsi tersebut dilaksanakan oleh DJBC melalui Kantor-kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di seluruh Indonesia, khusus untuk Tarakan 
dilaksanakan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe 
Madya Pabean C Tarakan. Dalam rangka mendukung dan mendorong berkembangnya 
investasi di kota Tarakan dan sekitarnya dipandang perlu melakukan koordinasi 
dengan pemerintah daerah Tarakan. Hal ini sesuai dengan fungsi DJBC 
sebagai Community Protector untuk melakukan koordinasi dengan instansi lain 
sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap ketentuan 
perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai. Berdasarkan hal tersebut, maka 
pada tanggal 15-16 Februari 2012 KPPBC Tipe Madya Pabean C Tarakan diminta oleh 
Pemerintah Kota Tarakan untuk turut serta menjadi delegasi Pemerintah Kota Tarakan 
terkait Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi dan Pariwisata di Tawau Malaysia, sesuai 
Undangan Konsulat Republik Indonesia di Tawao Malaysia Nomor: 
108/A/UMUM/I/12 Tanggal 9 Februari 2012 dan Undangan MASwings Tanggal 3 
Februari 2012 Perihal in conjunction with its celebration of maswings 
inaugural flight from Tawao into Tarakan Kepada Pemerintah Kota Tarakan. 
Di Kota Tarakan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) 
Type Madya Pabean C Tarakan, berperan selain melakukan pengawasan terhadap 
pelabuhan resmi ekspor impor Malundung, juga melakukan pengawasan terhadap 
pelabuhan, dermaga atau lokasi yang tidak memiliki ijin untuk kegiatan impor/ekspor, 
yaitu Pelabuhan Beringin I, Pelabuhan Beringin IV, Pelabuhan Jembatan Besi, 
Pelabuhan SDF Tengkayu I, Pelabuhan Tengkayu II, pelabuhan Juwata Laut, 
Pelabuhan Mamburungan, dan Pantai Amal (Sumber: KPPBC Tarakan, 2014).   
KPPBC Type Madya Pabean C Tarakan tidak diberikan fasilitas Pos 
Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB), sehingga perdagangan antar negara harus 
diselesaikan melalui mekanisme impor-ekspor secara umum. Dalam kaitannya dengan 
perdagangan wilayah perbatasan, secara administrasi, barang-barang eks Tawau yang 
beredar di Kota Tarakan berasal dari daerah Nunukan yang memiliki pos pemeriksaan 
lintas batas dan telah diselesaikan formalitas kepabeanannya di KPPBC TMP C 
Nunukan, oleh KPPBC TMP C Tarakan dikategorikan sebagai perdagangan antar 
pulau. (Sumber: KPPBC Tarakan, 2014). 
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 Dalam sistem Kepabeanan, selain dilakukan pungutan bea masuk dan pajak, 
DJBC juga dapat membebaskan pungutan tersebut bilamana jumlah barang yang 
dibawa atau dikirim tidak melebihi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri 
Keuangan No. 188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang yang dibawa oleh 
Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman.  
Dalam peraturan tersebut diatur bahwa barang pribadi penumpang ditetapkan 
nilai pabean paling banyak FOB USD 250.00 (dua ratus lima puluh US Dollar) per 
orang atau FOB USD 1,000.00 (seribu US Dollar) per keluarga untuk setiap 
kedatangan, diberikan pembebasan bea masuk. Dalam hal Barang Pribadi Penumpang 
melebihi batas nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan 
tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor (Pasal 8). Selanjutnya 
pada pasal 9 diatur bahwa selain pembebasan bea masuk, terhadap Barang Pribadi 
Penumpang yang merupakan barang kena cukai, diberikan pembebasan bea masuk dan 
cukai untuk setiap orang dewasa dengan jumlah paling banyak: a. 200 (dua ratus) 
batang sigaret, 25 (dua puluh lima) batang cerutu, atau 100 (seratus) gram tembakau 
iris/hasil tembakau lainnya; dan b. 1 (satu) liter minuman mengandung etil alkohol. 
Dalam hal Barang Pribadi Penumpang yang merupakan barang kena cukai melebihi 
jumlah yang ditetapkan, atas kelebihan barang kena cukai tersebut langsung 
dimusnahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan atau tanpa disaksikan Penumpang 
yang bersangkutan. 
Selanjutnya, terhadap barang pribadi Awak Sarana Pengangkut  dengan nilai 
pabean paling banyak FOB USD 50.00 (lima puluh US Dollar) per orang untuk setiap 
kedatangan, diberikan pembebasan bea masuk. Dalam hal Barang Pribadi Awak 
Sarana Pengangkut melebihi batas nilai pabean, atas kelebihan tersebut dipungut bea 
masuk dan pajak dalam rangka impor. Selain pembebasan bea masuk, terhadap Barang 
Pribadi Awak Sarana Pengangkut yang merupakan barang kena cukai, diberikan 
pembebasan bea masuk dan cukai dengan jumlah paling banyak: a. 40 (empat puluh) 
batang sigaret, 10 (sepuluh) batang cerutu, atau 40 (empat puluh) gram tembakau iris/ 
hasil tembakau lainnya; dan b. 350 (tiga ratus lima puluh) mililiter minuman 
mengandung etil alkohol. Dalam hal hasil tembakau lebih dari satu jenis, pembebasan 
bea masuk dan cukai diberikan setara dengan perbandingan jumlah per jenis hasil 
tembakau tersebut. Dalam hal barang pribadi Awak Sarana Pengangkut yang 
merupakan barang kena cukai melebihi jumlah yang ditentukan, atas kelebihan barang 
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kena cukai tersebut langsung dimusnahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan atau 
tanpa disaksikan Awak Sarana Pengangkut yang bersangkutan.  
Mengenai Barang Pribadi Pelintas Batas Indonesia dan Malaysia,  Pasal 12   
diberikan pembebasan bea masuk, dengan ketentuan nilai pabean sebagai berikut:  
poin b. Indonesia dengan Malaysia: 1) paling banyak FOB MYR 600.00 (enam ratus 
Ringgit Malaysia) per orang untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, apabila melewati batas 
daratan (land border); 2) paling banyak FOB MYR 600.00 (enam ratus Ringgit 
Malaysia) setiap perahu untuk setiap trip, apabila melalui batas lautan (sea border); 
Dalam hal Barang Pribadi Pelintas Batas melebihi batas nilai pabean sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan nilai pabean tersebut dipungut bea masuk dan 
pajak dalam rangka impor. Terhadap Barang Kiriman, diberikan pembebasan bea 
masuk dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 50.00 (lima puluh US Dollar) 
untuk setiap orang per kiriman. Pengaturan dan pembatasan masuknya barang impor 
ke dalam wilayah Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 
188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang yang dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana 
Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman, sebagaimana diuraikan di atas dapat 
dipahami bahwa dalam suatu kebijakan yang ketat dan rigid dengan alasan 
kepentingan umum (bangsa dan negara), negara tetap dapat memberikan dispensasi 
kepada penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, barang kiriman untuk 
memasukkan barang ke dalam wilayah Indonesia tanpa dikenakan bea ataupun pajak. 
DJBC sebagai benteng awal masuknya barang impor telah diberikan titipan 
regulasi oleh BPOM RI agar dapat mengawasi masuknya 2.811 item produk obat, 
makanan (pangan olahan) dan bahan tambahan pangan (KPPBC, 2014). Hal ini harus 
diketahui, bahwa manakala produk tersebut lolos masuk ke dalam wilayah Indonesia, 
selain dapat mengakibatkan kerugian negara dari segi ekonomi, dapat merugikan 
pelaku usaha (produsen) sejenis dalam negeri, dan juga membahayakan kesehatan bagi 
konsumen. 
Maraknya penyelundupan barang ke dalam wilayah Indonesia menjadi masalah 
yang serius bagi pemerintah dan pemerintah daerah. Penyelundupan termasuk dalam 
kategori tindak pidana ekonomi. Suatu kondisi yang sangat dilematis, yaitu 
memberantas penyelundupan secara tegas akan mematikan sumber-sumber ekonomi 
bagi rakyat dan menyebabkan ketersediaan pangan tidak terpenuhi dengan harga 
terjangkau. Disisi lain, penyelundupan mengakibatkan kerugian bagi negara, karena 
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tidak ada bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang dapat dipungut oleh negara. 
Penyelundupan merupakan masalah yang sudah sangat berurat dan berakar di 
Indonesia, artinya menghapus penyelundupan merupakan masalah yang cukup besar, 
khususnya pada wilayah perbatasan dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak 
mampu memenuhi kebutuhan hidup warga negara.  
Selain peran DJBC, lembaga lain yang memiliki peran penting adalah aparat 
penegak hukum (TNI AL, Kejaksaan dan Kepolisian). Lemahnya penegakan hukum 
(Law Enforcement), turut memberikan andil yang besar masuknya produk impor ke 
dalam wilayah Indonesia. Beroperasinya "Pelabuhan tikus" untuk dijadikan pelabuhan 
bongkar-muat barang-barang illegal produk impor tidak sepenuhnya dapat diberantas 
oleh aparat penegak hukum. Operasi pemberantasan yang dilakukan secara terpadu 
tidak dapat menghentikan masyarakat untuk tetap melakukan usaha-usaha illegal 
tersebut. Kegagalan demi kegagalan penegakan hukum yang terjadi terlihat dengan 
tetap semakin banyaknya barang impor illegal yang diperdagangkan dan diedarkan 
(produk makanan dan minuman olahan) di Kota Tarakan. Perdagangan illegal tersebut 
selain tidak memiliki dokumen impor, juga barang yang diedarkan adalah produk 
illegal. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Tim Peneliti, ditemukan bahwa 
sulitnya memberantas perdagangan illegal tersebut adalah disebabkan adanya tuntutan 
pemenuhan kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dihadirkan oleh Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah.  
Maraknya perdagangan illegal tersebut, mendorong para aparat penegak hukum 
(Kepolisian RI, Pejabat Bea dan Cukai, Badan POM, serta TNI Angkatan Laut) 
melakukan operasi secara bersama memberantas berbagai pelanggaran yang terjadi, 
baik yang terjadi dilaut maupun yang terjadi di darat. Tindakan penegakan hukum (law 
enforcement) telah dilakukan dengan melakukan tindakan Pro Justitia terhadap pelaku, 
dan menyita barang yang diselundupkan masuk ke wilayah Kota Tarakan. Selain itu 
menyita produk impor yang diperdagangkan di Kota Tarakan yang tidak memiliki izin 
edar dan berbagai pelanggaran lainnya.  
 Salah satu contoh yang menyita perhatian masyarakat Kota Tarakan adalah 
kasus impor gula pasir merek Prai dan minyak makan merek MAS produk Malaysia 
pada tahun 2013, yang tidak memiliki izin edar dan belum terdaftar pada Badan 
POM-RI dengan locus delicti-nya di pelabuhan Beringin I Kelurahan Selumit Pantai 
Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan. Modusnya yaitu KM Cahaya Asril milik H. 
Amin Moha bin (alm) Moha, yang dinahkodai oleh Darwis, mengangkut barang impor 
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produk Malaysia yang tidak dilengkapi dokumen yang sah yang dibeli dari Sungai 
Nyamuk, Sebatik. Terhadap pelaku dijatuhi hukuman pidana selama 3 (tiga) bulan 
dengan masa percobaan 4 (empat) bulan, karena memenuhi unsur Pasal 142 jo.0asal 
91 Ayat (1) Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yaitu dengan sengaja 
tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang diimpor, untuk 
diperdagangkan dalam kemasan eceran dan barang bukti dirampas oleh negara. 
(Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 223/Pid.B/2013/PN.TRK).  
 
Tindakan pro justitia yang telah dilakukan terhadap pelaku tindak pidana 
penyelundupan sebagaimana tersebut pada kasus di atas tidak memberikan efek jera 
bagi pelaku-pelaku lainnya. Olehnya itu, diperlukan suatu pendekatan yang lebih 
komprehensif, kholistik, dan terintegrasi dalam menghadapi maraknya peredaran 
produk barang impor illegal tersebut.  
Kota Tarakan sebagai daerah yang secara geografis dekat dengan negara asal 
barang impor illegal tersebut, menyebabkan aparat penegak hukum termasuk DJBC, 
BPOM mengalami kesulitan dalam melakukan penegakan hukum secara repressif 
(penindakan). Demikian pula halnya upaya-upaya pencegahan (preventif) terjadinya 
tindak pidana penyelundupan tersebut.  
Ditinjau dari aspek hukum, masyarakat dan atau pelaku usaha yang melakukan 
pelanggaran terhadap berbagai aturan dengan memasukkan barang produk impor 
adalah perbuatan yang dapat dikategorikan pelanggaran hukum terhadap hukum 
kepabeanan. Namun, jika ditinjau dari aspek sosiologi hukum maka perbuatan tersebut 
jika dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari maka tindakan 
tersebut dapat dibenarkan. Oleh karena, hukum selain bertujuan untuk mewujudkan 
kepastian hukum, juga bertujuan mewujudkan keadilan dan kemanfaatan. Pemerintah, 
Pemerintah daerah serta aparat penegak hukum dapat dianggap berbuat tidak adil 
kepada warga masyarakat dan atau pelaku usaha di Kota Tarakan bilamana tindakan 
repressif dilakukan semata-mata berdasarkan pertimbangan kepastian hukum 
(penegakan undang-undang) dengan mengabaikan aspek keadilan dan kemanfaatan. 
Walaupun peraturan perundang-undangan yang dibuat secara sah berlaku untuk 
seluruh wilayah Indonesia, tetapi dapat dikecualikan manakala terdapat suatu keadaan 
yang menghendakinya.  
Dalam terminology hukum, penyelundupan diartikan sebagai pemasukan 
barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena penyelundupan barang 
terlarang. Sedangkan pengertian dari tindak pidana penyelundupan adalah mengimpor, 
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mengekspor, mengantarpulaukan  barang dengan tidak memenuhi peraturan 
perundang-undangan  yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean 
(douaneformaliteiten) yang ditetapkan oleh undang-undang. Secara umum 
penyelundupan  dapat dibagi dalam dua macam, yaitu penyelundupan fisik dan 
penyelundupan administratif. Penyelundupan fisik diatur dalam Pasal 26b ayat (1) 
Ordonansi Bea, yaitu: “Barang siapa yang mengimpor atau mengkspor barang-barang 
atau mencoba mengimpor atau mengeskpor barang-barang tanpa mengindahkan akan 
ketentuan-ketentuan dari ordonansi ini dari reglemen-reglemen yang terlampir padanya 
atau yang mengangkut ataupun menyimpan barang-barang bertentangan dengan 
sesuatu ketentuan larangan yang ditetapkan berdasarkan ayat kedua Pasal 3.” 
Sedangkan penyelundupan administratif ialah: “memberikan salah tentang 
jumlah, jenis atau harga barang dalam pemberitahuan impor, penyimpanan dalam 
entrepot, pengiriman ke dalam atau ke luar daerah pabean atau pembongkaran atau 
dalam sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang dengan barang-barang 
lain.” Dengan demikian dalam penyelundupan fisik sama sekali tidak mempergunakan 
dokumen, sedangkan dalam penyelundupan administratif adanya ketidaksesuaian 
antara keadaan fisik barang dengan apa yang tertulis dalam dokumen.   
Selain penyelundupan administratif dan penyelundupan fisik, dikenal pula jenis 
penyelundupan legal dan illegal. Penyelundupan legal adalah pemasukan barang dari 
luar negeri  ke wilayah Indonesia atau mengeluarkan barang dari Indonesia ke luar 
negeri melalui prosedur yang ditentukan  yakni dilindungi dengan dokumen, tetapi 
dokumen tersebut tidak sesuai dengan barang yang dimasukkan atau barang yang 
dikeluarkan. Tidak sesuainya itu dalam hal jenis, kualitas, kuantitas dan harga barang. 
Sedangkan penyelundupan illegal adalah pemasukan atau pengeluaran barang tanpa 
dilindungi dokumen. 
Undang-undang Kepabeanan secara eksplisit sama sekali tidak menyebutkan 
arti dari penyelundupan. Namun dari beberapa pasalnya, unsur-unsur penyelundupan 
dapat dilihat pada Pasal 102 UU No. 17 Tahun 2006, yaitu: (1) Mengangkut barang 
impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A 
ayat (2); (2) Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa 
izin kepala kantor pabean; (3) Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam 
pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3); (4) 
Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di 
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tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan; (5) Menyembunyikan 
barang impor secara melawan hukum; (6) Mengeluarkan barang impor yang belum 
diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan 
berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat 
bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan 
Undang-Undang ini; (7) Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara 
atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak 
dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau (8) Dengan 
sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan 
pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor 
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” 
Selanjutnya dalam Pasal 102A UU No. 17 Tahun 2006 memperjelas tentang 
tindak pidana penyelundupan yang terdiri dari: Setiap orang yang: 
a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;  
b. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam  
pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat 
(1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;  
c. Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);  
d. Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor 
pabean; atau  
e. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai 
dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) 
dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana 
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 
dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” 
 
Pasal 104 UU No. 17 tahun 2006, disebutkan bahwa Setiap orang yang: 
mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal 102B; dipidana dengan pidana penjara paling 
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singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana 
denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Ancaman tindak pidana penjara minimal 1 
(satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan denda minimal Rp. 
50.000.000,- dan maksimal Rp. 5.000.000.000,- sebagaimana diatur dalam UU No. 17 
Tahun 2006 di atas, tidak memberikan efek jera bagi pelaku usaha importer illegal 
untuk menghentikan kegiatannya. Masuknya barang impor ke Kota Tarakan pada 
umumnya termasuk dalam kategori penyelundupan fisik dan dikategori sebagai 
penyelundupan illegal, oleh karena dilakukan tanpa disertai dokumen yang 
disyaratkan, yaitu dokumen kepabeanan. Hal ini diketahui dari masuknya barang-
barang impor yang tidak melalui pelabuhan Malundung yang ditetapkan sebagai 
pelabuhan impor, tetapi melalui pelabuhan yang tidak ditetapkan sebagai pelabuhan 
impor, yakni melalui pelabuhan-pelabuhan tikus, termasuk pelabuhan rakyat.   
 
5.3.1. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 
Pengawasan terhadap izin masuk dan beredarnya barang impor ke dalam 
wilayah kepabeanan Indonesia dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai lembaga 
pemerintah, yakni Keimigrasian, Kesyahbandaran, Bea Cukai (DJBC), TNI-AL, 
Kepolisian, Perdagangan, dan BPOM. Khusus berkaitan dengan produk impor 
makanan dan minuman, harus melalui proses pendaftaran pada Badan Pengawas Obat 
dan Makanan (BPOM) untuk dapat diedarkan dalam wilayah Indonesia.   BPOM 
dibentuk sebagai amanah dari UU No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, terakhir 
diubah dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.  Pemerintah membentuk 
badan pengawas untuk produk obat dan makanan yaitu Badan Pengawasan Obat dan 
Makanan (BPOM) melalui Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 dan Nomor 
103 Tahun 2001. Dalam Keppres Nomor 103 Tahun 2001, BPOM mempunyai tugas, 
yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam 
melaksanakan tugasnya, BPOM menyelenggarakan fungsi : a. pengkajian dan 
penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan; b. 
pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan;  c. koordinasi 
kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM;  d. pemantauan, pemberian 
bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat di 
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bidang pengawasan obat dan makanan;  e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan 
administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan 
tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian,  perlengkapan dan 
rumah tangga. Dalam menyelenggarakan fungsinya, BPOM mempunyai kewenangan: 
a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya; b. perumusan kebijakan di 
bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro; c. penetapan sistem 
informasi di bidangnya; d. penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat 
aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat 
dan makanan; e. pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan 
industri farmasi; f. penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan 
pengawasan tanaman obat.  
Selain itu, dalam melindungi kepentingan konsumen, BPOM dikawal oleh UU 
No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dasar pertimbangan 
dikeluarkannya UU ini adalah bahwa (1) pembangunan perekonomian nasional pada 
era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu 
menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang 
dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan 
kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa 
mengakibatkan kerugian konsumen; (2) semakin terbukanya pasar nasional sebagai 
akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan 
kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang 
dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar; dan (3) untuk meningkatkan harkat dan 
martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, 
kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta 
menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. 
Perlindungan konsumen bertujuan: a. meningkatkan kesadaran, kemampuan 
dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; b. mengangkat harkat dan martabat 
konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang 
dan/atau jasa; c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan 
dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; d. menciptakan sistem perlindungan 
konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta 
akses untuk mendapatkan informasi; e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha 
mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 
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bertanggung jawab dalam berusaha; dan f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa 
yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. 
Dalam UU Perlindungan Konsumen terdapat hak dan kewajiban serta 
tanggungjawab, yaitu Pemerintah, Pelaku usaha dan Konsumen. Pemerintah memiliki 
tanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang 
menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya 
kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan 
ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.  Ganti rugi 
dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis 
atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya 
Pelaku usaha (Importir) barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang 
diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan 
produsen luar negeri.  
Konsumen selaku penikmat atau pengguna barang, mempunyai hak, 
diantaranya yaitu: a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa; b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta 
mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 
jaminan yang dijanjikan; c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; d. hak untuk didengar pendapat dan 
keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; e. hak untuk mendapatkan 
kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang 
diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Selain itu, 
bagi pelaku usaha memiliki kewajiban, yakni  a. beritikad baik dalam melakukan 
kegiatan usahanya; b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, 
perbaikan dan pemeliharaan; c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar 
dan jujur serta tidak diskriminatif; d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang 
diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang 
dan/atau jasa yang berlaku; e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, 
dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau 
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garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; f. memberi 
kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, 
pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;  g. memberi 
kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang 
diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. 
Berbagai instrument hukum diatas, dimaksudkan agar barang yang diimpor 
harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, selain itu agar 
konsumen memperoleh barang yang berkualitas, dan memenuhi standar kesehatan 
yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 
 
5.3.2. Peredaran Produk Makanan dan Minuman 
Pasal 28H UUD 1945 (Hak Asasi Manusia) mengatur bahwa Setiap orang 
berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,dan mendapatkan lingkungan 
hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pelayanan 
kesehatan sebagaimana dimaksud juga termasuk produk makanan dan minuman yang 
dikonsumsi oleh konsumen harus memenuhi syarat-syarat standar kesehatan yang telah 
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa 
pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan 
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat 
yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia 
yang produktif secara sosial dan ekonomis (Pasal 3). Selanjutnya dalam Pasal 7, 
disebutkan bahwa Setiap orang berhak atas kesehatan (pasal 5). 
Sekaitan dengan hal di atas, diatur bahwa dalam hal pengamanan makanan dan 
minuman,  Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi, mengolah, serta 
mendistribusikan makanan dan minuman yang diperlakukan sebagai makanan dan 
minuman hasil teknologi rekayasa genetik yang diedarkan harus menjamin agar aman 
bagi manusia, hewan yang dimakan manusia, dan lingkungan (pasal 109 UU 36 Tahun 
2009). Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan 
pada standar dan/atau persyaratan kesehatan, dan hanya dapat diedarkan setelah 
mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Untuk setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau 
label yang berisi: a. Nama produk; b. Daftar bahan yang digunakan; c. Berat bersih 
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atau isi bersih; d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan 
makanan dan minuman kedalam wilayah Indonesia; dan e. Tanggal, bulan dan tahun 
kadaluwarsa. Pemberian tanda atau label harus dilakukan secara benar dan akurat. 
Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan 
kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan  dilarang untuk diedarkan, ditarik dari 
peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. (Pasal 111 UU 36 Tahun 2009). 
Selain ketentuan dalam UU Kesehatan tersebut, berbagai peraturan yang 
dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Repubik Indonesia mengatur 
bahwa barang impor makanan dan minuman olahan sebelum diedarkan harus 
didaftarkan terlebih dahulu pada BPOM untuk dapat memperoleh Izin Edar. Syarat 
untuk keluarnya ijin edar, seorang importir harus memenuhi beberapa ketentuan yang 
diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu harus melakukan mendaftaran pada 
BPOM-RI dengan melalui pemeriksaan sampel produk makanan atau minuman untuk 
mengetahui kelayakan, sesuai standar, tidak tercemar, bebas radiasi dan berbagai 
ketentuan lainnya dengan harapan bahwa barang impor dimaksud memenuhi 
keamanan, mutu dan gizi sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang 
Pangan, dan produk hukum turunannya. 
Untuk melindungi masyarakat dari produk pangan olahan yang membahayakan 
kesehatan, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan keamanan pangan. Salah satunya adalah peraturan 
mengenai kewajiban pendaftaran produk pangan olahan seperti yang tercantum dalam 
PP No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dan  UU No. 18 Tahun 2012 
tentang Pangan. Pada Pasal 91 UU No. 18 Tahun 2012 disebutkan bahwa dalam hal 
pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat di dalam 
negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha 
Pangan wajib memiliki izin edar. Kewajiban memiliki izin edar tersebut, dikecualikan 
terhadap Pangan Olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga.   
Semua produk makanan dan minuman yang akan dijual di wilayah Indonesia, 
baik produksi lokal maupun impor, harus didaftarkan dan mendapatkan nomor 
 pendaftaran dari Badan POM, sebelum boleh diedarkan ke pasar. Peraturan ini berlaku 
bagi semua produk pangan yang dikemas dan menggunakan label sesuai dengan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi BPOM, nomor pendaftaran ini 
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berguna untuk mengawasi produk-produk yang beredar di pasar, sehingga apabila 
terjadi suatu kasus akan mudah ditelusuri siapa produsennya. 
Berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh BPOM-RI berkaitan dengan peredaran 
pangan olahan diantaranya adalah Peraturan Kepala Badan POM Nomor 
HK.03.1.5.12.11.09956 Tahun 2011 tentang Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan 
Prosedur Pendaftaran Pangan Olahan disertai dengan Pedoman Pengisian Formulir dan 
Dokumen Pendaftaran; Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.03.1.5.12.11.09955 
Tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, telah diubah dengan Peraturan 
Kepala BPOM No. 42 Tahun 2013. Pada Peraturan Kepala BPOM terakhir disebutkan 
bahwa Setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang dimasukkan 
ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan wajib memiliki 
Surat Persetujuan Pendaftaran yang dierbitkan oleh oleh Kepala Badan POM (pasal 2). 
Pendaftaran pangan olahan  yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia diajukan 
oleh Importir atau Distributor yang memenuhi persyaratan: yakni a. memiliki izin di 
bidang importasi atau distribusi pangan; b. memiliki surat penunjukan dari Perusahaan 
asal di luar negeri; dan c. memenuhi persyaratan cara distribusi pangan yang baik 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
Selanjutnya  dalam Peraturan Kepala BPOM Nomor 1 Tahun 2013 tentang 
Penerapan Pendaftaran Pangan Olahan Secara Elektronik, disebutkan bahwa Setiap 
Pangan Olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang dimasukkan de dalam 
wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan 
wajib  memiliki Surat Persetujuan Pendaftaran yang diterbitkan oleh Kepala Badan 
POM berdasarkan pendaftaran dan hasil penilaian keamanan, mutu dan gizi pangan 
olahan. (Pasal 2); Tatacara pendaftaran pemohon dan perubahan data pemohon  
terdapat dalam Petunjuk Penggunaan (User manual) yang dapat diakses  pada aplikasi 
e-Registration Pangan Olahan. Peraturan lainnya, yakni Peraturan Kepala BPOM 
Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam 
Wilayah Indonesia, bahwa Obat dan Makanan yang dapat dimasukkan ke dalam 
wilayah Indonesia untuk diedarkan adalah Obat dan Makanan yang telah memiliki izin 
edar dan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang impor, 
dan telah mendapat persetujuan dari Kepala Badan berupa Surat Keterangan Impor 
(SKI), yang berlaku hanya untuk 1 (satu) kali pemasukan. Pemasukan Obat dan 
Makanan hanya dapat dilakukan oleh pemegang Izin Edar atau kuasanya.  
Laporan Akhir Evaluasi Permasalahan dan Perumusan Kebijakan 
Perdagangan Lintas Batas Kota Tarakan 
2014 
 
80 | P a g e  
 
Secara garis besar, berikut adalah Skhema prosedur pendaftaran produk pangan 
impor olahan pada BPOM-RI.  
Bagan 5.1. Schema prosedur pendaftaran produk pangan impor olahan pada BPOM-RI 
ALUR PROSES PENDAFTARAN PRODUK PANGAN
PEMOHON
PELAYANAN CEPAT
DITOLAK
BAYAR BANKBAYAR BANK
SURAT PERSETUJUAN 
PENDAFTARAN
PELAYANAN UMUM
PENILAIAN
PENILAIAN PRA PENILAIAN
PEMOHON
PERMINTAAN 
TAMBAHAN DATA
Sumber: penilaianpangan@pom.go.id
 
 Sumber: BPOM-RI, 2014 
 
Berdasarkan schema di atas, prosedur pelayanan pendaftaran produk pangan 
olahan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu Pelayanan Cepat (One Day Service) dan 
Pelayanan Umum.  
Syarat minimal pendaftaran umum dan ODS (One Day Service) khususnya 
produk Makanan Luar (ML), yaitu  a. Surat penunjukkan dari pabrik asal (surat asli 
ditunjukkan sedangkan yang fotokopi dilampirkan); b. Health certificate atau free sale 
dari instansi yang berwenang di negara asal (surat asli ditunjukkan sedangkan yang 
fotokopi dilampirkan); c. Hasil analisa laboratorium (asli) yang berhubungan dengan 
produk antara lain zat gizi (klaim gizi), zat yang diklaim sesuai dengan label, uji kimia, 
cemaran mikrobiologi dan cemaran logam. Keabsahan hasil analisa tersebut berlaku 6 
bulan sejak tanggal pengujian; d. Rancangan label sesuai dengan yang akan diedarkan 
dan contoh produk; dan e. Formulir pendaftaran yang telah diisi dengan lengkap. 
Setidaknya ada 4 (empat) formulir yang harus dilengkapi dengan berbagai 
persyaratannya. Formulir dimaksud adalah: 
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Formulir A,  
Berisi: a. Sertifikat merk dari badan yang berwenang bila ada. b. Sertifikat  
kesehatan/Free Sale dari pemerintah negara asal asli atau copy yang  dilegalisir 
c. Sertifikat bebas radiasi sesuai dengan SK Menkes. No. 00474/B/II/87 tentang  
menyertakan Sertifikat Kesehatan dan bebas Radiasi untuk makanan impor yang telah 
ditetapkan (susu dan hasil olahannya, buah & sayur segar atau terolah, ikan & hasil 
laut segar atau terolah, daging dan produk daging, air mineral, sereal termasuk tepung, 
jagung dan barley). d. Surat penunjukkan dari pabrik asal asli atau copy yang 
dilegalisir. e. Rancangan/desain label dengan warna sesuai dengan rencana yang akan 
digunakan pada produk yang bersangkutan. 
Formulir B,  
Berisi: a. Komposisi dari pabrik asal asli atau copy yang dilegalisir; b. Spesifikasi asal 
bahan baku dan BTM dari pabrik asal; c. Sertifikat wadah dan tutup dari pabrik asal; 
d. Standar yang digunakan pabrik asal. e. Untuk produk suplemen makanan 
melampirkan uji kemasan dan pemberian bahan  baku. 
Formulir C,  
Berisi: Proses produksi dari bahan baku sampai produk jadi. 
Formulir D,  
Berisi:  a. Sistem pengawasan mutu dari pabrik asal asli atau foto kopi yang dilegalisir; 
b. Hasil analisa produk akhir lengkap dan asli meliputi pemeriksaan fisika, kimia, 
BTM atau Bahan Tambahan Makanan (sesuai dngan masing-masing jenis makanan), 
cemaran mikroba dan  cemaran logam; c. Apabila diperiksa oleh laboratorium sendiri, 
harus dilengkapi dengan metoda dan prosedur analisa yang digunakan dengan 
melampirkan datar peralatan laboratorium dimiliki; d. Apabila dilakukan pemeriksaan 
di laboratorium pemerintah atau laboratorium yang sudah diakreditasi, agar 
menyebutkan metoda yang digunakan; e. “in process control” pengawasan mutu 
selama proses produksi. Selain persyaratan dalam formulir di atas, pemohon 
pendafataran juga harus menyertakan contoh makanan yang bersangkutan sebanyak  3 
(tiga) kemasan. Serta berbagai dokumen  lain lain yang dapat menunjang penilaian 
permohonan. 
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Berdasarkan data primer dan data sekunder yang diperoleh, diketahui bahwa 
calon importir makanan dan minuman di Kota Tarakan tidak dapat memenuhi 
persyaratan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga oleh BPOM 
Kota Tarakan menyarankan agar bekerjasama dengan perusahaan yang sudah memiliki 
izin impor dari perusahaan importir di Surabaya. Tentu hal ini bukanlah hal mudah 
oleh karena selain akan menyebabkan terjadinya biaya tinggi, juga mensyaratkan agar 
perusahaan mitra di Tarakan harus membayar fee kepada perusahaan importir asal 
Surabaya tersebut. Selain itu, Negara produsen juga memberikan persyaratan bahwa 
manakala akan mengimpor produknya, pihak importir harus dapat mengimpor 
sebanyak minimal 20 kontainer untuk satu jenis produk. Itikad baik yang ditunjukkan 
oleh calon importir Kota Tarakan untuk dapat mengimpor produk makanan dan 
minuman asal Tawau dan Kota-kota disekitarnya di Malaysia menghadapi berbagai 
hambatan. Disadari oleh calon importir bahwa mengimpor barang yang dilakukan 
secara legal dapat meminimalkan biaya yang seharusnya dikeluarkan dan perdagangan 
dapat dilakukan secara aman.  
Berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha (perusahaan calon 
importer) memberikan ruang gerak yang sulit bagi importer (pelaku usaha) baik 
perorangan maupun badan hukum, khususnya produk makanan dan minuman dari 
Tawau Malaysia. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 
83/M.Dag/Per/12/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, yang menetapkan 
Pelabuhan Laut Tarakan sebagai salah satu Pelabuhan Impor Produk Tertentu 
(Makanan dan Minuman), hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 2015.   
Perusahaan/importer (pelaku usaha) harus memenuhi persyaratan untuk 
ditetapkan sebagai Importir Terdaftar untuk produk tertentu, yaitu: Perusahaan  harus 
mengajukan  permohonan tertulis kepada koordinator dan Pelaksana  UPP (Unit 
Pelaksana Perdagangan) dengan melampirkan: Fotocopi Angka Pengenal Impor (API); 
Fotocopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP); Fotocopi NPWP; Fotocopi Nomor Pengenal 
Importir Khusus (NIPK); Fotocopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK); Rencana 
impor dalam 1 (satu) tahun mencakup  jumlah, jenis barang, Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) 
digit dan pelabuhan tujuan.  
Ketatnya regulasi tersebut, perusahaan/importer (pelaku usaha) yang ditetapkan 
sebagai IT-Produk tertentu dapat dicabut izinnya, apabila: (1) tidak melakukan 
kewajiban penyampaian laporan sebanyak 2 kali; (2) tidak melakukan impor produk 
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tertentu selama 6 (enam) bulan berturut-turut; (3) Terbukti mengubah informasi yang 
tercantum dalam dokumen impor Produk Tertentu; dan (4) melakukan pelanggaran 
dibidang kepabeanan berdasarkan informasi DJBC, Kementerian Keuangan; dan/atau 
dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan 
hukum yang tetap atau tidak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan dokumen 
impor Produk Tertentu. 
Keberadaan produk impor di Kota Tarakan khususnya produk makanan dan 
minuman menjadikan Kota Tarakan sebagai salah satu daerah yang dikenal dengan 
produk makanan dan minuman impornya sehingga menjadi salah satu tujuan dari para 
tamu untuk membawa oleh-oleh (buah tangan), setidaknya dapat meningkatkan 
kesejahteraan warga masyarakat. Harus diakui bahwa produk impor illegal tersebut 
tidak mengganggu produk nasional yang sejenis, bahkan mampu menggerakkan 
perekonomian masyarakat. Melarang peredaran produk impor illegal bukanlah hal 
mudah untuk dilakukan oleh Pemerintah Kota Tarakan, karena perdagangan seperti ini 
sudah terjadi sejak lama dan sebagai konsekuensi dari letak geografis Kota Tarakan 
yang menjadi daerah penyanggah perdagangan lintas batas antara Tawau dengan 
Nunukan/Sebatik.  
Yang menarik perhatian adalah bahwa walaupun barang-barang pangan olahan 
(makanan dan minuman) tersebut tidak memiliki izin edar, sehingga berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dilarang diperdagangkan, namun barang-
barang tersebut tetap diperdagangkan oleh warga masyarakat/badan hukum (pelaku 
usaha) pada berbagai tempat di seluruh Kota Tarakan, baik pada pasar-pasar 
tradisional, pasar milik Pemerintah, maupun pada Toko-toko modern yang telah 
berlangsung selama puluhan tahun. Kondisi ini mendapat perhatian yang sangat serius 
dari Pemerintah Kota Tarakan.  
Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menemukan solusi terbaik, 
diantaranya dengan melakukan kajian dan penelitian bekerjasama dengan berbagai 
Perguruan Tinggi, yaitu Universitas Borneo dan Universitas Gadjah Mada. Selain itu, 
dilakukan berbagai kegiatan ilmiah diantaranya Workshop Perdagangan Wilayah 
Perbatasan yang diselenggarakan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota 
Tarakan (13 Mei 2014), dan terakhir Workshop “Pengembangan Perdagangan dan 
Potensi Kepariwisataan di Wilayah Perbatasan Kalimantan Utara” (14 Mei 2014), yang 
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diselenggarakan bekerjasama dengan Kementerian  Koordinator Perekonomian dan 
Pemerintah Kota Tarakan.  
Sebagai follow-up dari opsi yang direkomendasikan, Tim Peneliti merumuskan 
pokok-pokok rancangan Peraturan Walikota Tarakan berkaitan dengan Penertiban 
Perdagangan Barang Impor Illegal di Kota Tarakan.  
 
5.4. Perumusan Kebijakan  
 Berdasarkan  aspek hukum dan identifikasi permasalahan perdagangan illegal 
di Kota Tarakan serta dampak yang ditimbulkan baik dari sisi positif maupun sisi 
negatif, maka kajian ini merumuskan sejumlah kebijakan yang dapat dipertimbangkan 
oleh pemerintah maupun oleh pemerintah daerah Kota Tarakan.   
Terkait dengan hal tersebut, direkomendasikan  3 (tiga) opsi penyelesaian 
permasalahan  perdagangan impor illegal di Kota Tarakan yaitu:  
(i) Perdagangan Illegal dibolehkan dengan Syarat yaitu membiarkan 
sebagaimana adanya saat ini dengan ketentuan diperlukan adanya Kawasan 
Perdagangan tertentu yang menjual produk-produk  barang impor disertai 
pengawasan yang ketat oleh Tim Pengawas Terpadu, dibatasi kuota, 
perdagangan hanya diperbolehkan di Kota Tarakan. Pengawasan pelabuhan 
tradisional dan pelabuhan “tikus” harus  lebih diperketat. Memperbolehkan 
produk makanan dan minuman tanpa izin edar dengan bersyarat, sementara 
produk-produk illegal lainnya tetap tidak dibolehkan dan harus mendapat 
pengawasan secara ketat. yaitu Persyaratan untuk barang-barang makanan dan 
minuman yang dimaksud adalah: 
   Sistem Quota Impor dan pembatasan wilayah perdagangan 
Barang-barang makanan dan minuman dari Malaysia yang masuk di Kota 
Tarakan tanpa izin edar diperbolehkan untuk masuk akan tetapi harus dibatasi 
jumlahnya. Hal ini dimaksudkan agar konsumen hanya membeli dalam jumlah 
terbatas atau hanya untuk oleh-oleh bagi pengunjung. Pembatasan impor ini juga 
dimaksudkan untuk menekan produk impor illegal untuk diperdagangkan di 
wilayah lain. Pada saat yang sama, pedagang diharapkan menjual produk-produk 
lokal (kreasi dari masyarakat lokal) sebagai alternatif barang dagangan dan 
menjadi preferensi konsumen. Dengan demikian, secara perlahan skenario ini 
dapat merubah prilaku konsumen dalam mengkonsumsi. Ketika produk-produk 
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lokal diminati oleh konsumen tentu dengan kualitas yang bagus, maka  sangat 
memungkinkan barang-barang impor illegal berkurang dengan sendirinya. 
Implikasinya adalah pemerintah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan harus  mendorong sektor usaha mikro kecil untuk mengisi barang 
dagangan di pasar-pasar tradisional.  Produk lokal seperti ikan tipis yang 
merupakan  barang dagangan di Pasar Tradisional cukup diminati oleh pembeli 
sehingga prospek ke depan cukup bagus untuk dikembangkan. Akan tetapi perlu 
kemasan yang menarik dan berkualitas sehingga pembeli dapat terjamin dari 
aspek kesehatan. 
   Sistem Pengawasan terpadu terhadap pelabuhan illegal baik pelabuhan 
tradisional maupun “pelabuhan tikus”.  
Sistem pengawasan terpadu dapat dilakukan oleh satu organisasi yang baru yang 
terdiri atas unsur-unsur  stakeholder yang terkait. Atau bisa juga memanfaatkan 
organisasi yang sudah ada dengan menambah tugas dan fungsi khusus yang 
terkait dengan fungsi pengawasan terpadu. 
 Melokalisir tempat distribusi dan perdagangan barang impor dalam 
suatu kawasan tertentu.  
Syarat ini mempertimbangkan  dua hal: (i) adanya dampak positif dari 
perdagangan produk Malaysia terutama dari sisi penyerapan tenaga kerja dan 
keberlanjutan hidup bagi  pelaku usaha kecil di pasar-pasar tradisional, (ii) untuk 
menghindari kemungkinan terjadinya keos bagi pelaku ekonomi dalam bentuk 
pengrusakan, demonstrasi berlebihan, dan sebagainya. Oleh karena itu, perlu 
kiranya memperbolehkan barang dagangan ilegal dan dilokalisir pada kawasan 
tertentu. Makanan dan minuman yang dimaksud adalah makanan dan minuman  
kaleng yang selama ini sudah puluhan tahun dikonsumsi oleh penduduk. Khusus 
untuk produk Malaysia yang disubsidi oleh pemerintah Malaysia (seperti tabung, 
gula) dan produk kebutuhan pokok lainnya seperti daging dan ayam tetap 
menjadi perhatian pemerintah untuk sedapat mungkin tidak diperdagangkan di 
Kota Tarakan dan pemerintah harus mensupply kebutuhan pokok tersebut. 
Lokalisir dari aktivitas perdagangan ini berpotensi menjadi lokasi wisata Kota 
Tarakan. Selanjutnya akan berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah melalui 
objek penerimaan retribusi.  Di samping itu, juga berpotensi untuk 
menumbuhkan ekonomi kreatif. 
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(ii) Melegalkan perdagangan, yaitu pelaku usaha harus memenuhi segala 
persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, misalnya 
segala produk yang akan diedarkan di Kota Tarakan harus memenuhi syarat ijin 
edar (untuk produk makanan dan minuman). Strategi yang ditempuh terkait 
dengan pemberhentian produk tersebut adalah: (i) memperketat pengawasan  
pada titik-titik yang rawan terjadinya pemasukan barang-barang illegal. Misalnya 
pengawasan secara ketat pada sejumlah pelabuhan-pelabuhan tikus (pelabuhan 
tidak resmi), jika perlu ditutup, (ii) melakukan koordinasi secara intensif antar 
lembaga terkait (BPOM, Kepolisian, Bea Cukai, Syahbandaran, SKPD terkait) 
untuk mengatasi permasalahan barang-barang illegal, (iii) pemerintah wajib 
menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dengan cepat dan harga terjangkau, 
(v) pemerintah harus menumbuhkan ekonomi kreatif untuk mengalihkan barang 
dagangan bagi pelaku mikro kecil di pasar tradisional, (v) BPOM  melakukan 
pengujian laboratorium untuk memastikan bahwa produk makanan dan minuman 
serta obat-obatan yang beredar di Kota Tarakan tidak mengandung bahaya, tanpa 
harus menunggu importir mendaftar. (vi) Pemeriksaan ini harus dilakukan sesuai 
dengan permintaan para pedagang baik distributor maupun pedagang eceran. (vii) 
Pemerintah dan atau Pemkot Tarakan harus  mengeluarkan kebijakan untuk 
membantu Importir dalam memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan. (viii) Para pelaku usaha (pedagang)  diharapkan 
menghimpun dalam  suatu wadah asosiasi sebagai wujud kebersamaan  dalam 
memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 
(iii) Perdagangan Illegal dihentikan, Lembaga dan Institusi Pemerintah khususnya 
aparat penegak hukum harus tegas dan konsisten dalam memberantas 
perdagangan Illegal, sehingga tidak ada lagi peredaran barang-barang illegal di 
Kota Tarakan. Pelabuhan “Tikus” harus ditutup. Konsekwensinya adalah 
Pemerintah dan Pemerintah daerah berkewajiban memenuhi kebutuhan hidup 
masyarakat khususnya kebutuhan bahan pokok dengan harga yang terjangkau. 
Selain itu, Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menciptakan ruang 
tumbuhnya mata pencaharian alternative bagi bekas para pelaku usaha 
perdagangan illegal.  
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BAB VI 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa 
kesimpulan yaitu: 
6.1.1. Perekonomian Kabupaten Nunukan sebagai wilayah perbatasan langsung 
dengan Tawao-Malaysia dalam lima tahun terakhir cukup berkembang pesat. 
Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi, perkembangan IPM, dan 
beberapa kondisi sosial yang semakin membaik. Perkembangan perekonomian 
yang lebih pesat lagi adalah perekonomian Kota Tarakan sebagai Kota yang 
berdekatan dengan wilayah perbatasan dan sekaligus sebagai kota distribusi 
barang dan jasa.  Perkembangan perekonomian Kota Tarakan dikontribusi  oleh  
sektor perdagangan.  
6.1.2. Jenis komoditas yang diperdagangkan baik antar pulau maupun lintas negara 
oleh pelaku ekonomi secara legal di Kota Tarakan cukup beragam. Jenis 
komoditas yang diekspor pada umumnya adalah produk perikanan, batu bara,  
dan hasil hutan. Sementara jenis komoditas yang diimpor antara lain batu 
pecah, kayu, mesin, dan sebagainya. Volume ekspor Kota Tarakan yang 
tercatat melalui proses kepabeanan  jauh lebih besar dibandingkan dengan 
volume impor. Hal ini berarti neraca perdagangan Kota Tarakan masih 
memperlihatkan surplus perdagangan. Meskipun demikian, beberapa jenis 
komoditas yang diperdagangkan di Kota Tarakan yang berstatus sebagai barang 
illegal (tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku). 
6.1.3. Permasalahan perdagangan di Kota Tarakan adalah maraknya barang-barang 
dari Kota Tarakan yang diperdagangkan ke luar wilayah hingga  ke negara lain 
dan barang-barang dari negara lain (Malaysia) yang beredar di pasar. Namun 
barang-barang tersebut sebagian besar berstatus illegal. Beberapa penyebab 
perdagangan illegal yaitu: (i) pengawasan dari lembaga terkait belum optimal, 
(ii) ketidaktersediaan kebutuhan pokok masyarakat, (iii) kualitas impor lebih 
bagus sehingga permintaan dari dalam negeri cukup tinggi, (iv) banyaknya 
pelabuhan-pelabuhan tikus disepanjang pantai Pulau Tarakan, (vi) 
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ketidakmampuan pedagang lokal (importir lokal) untuk memenuhi syarat dari 
produsen luar negeri (Malaysia) sebagai salah satu persyaratan  untuk 
mendaftar ke BPOM. 
6.1.4. Regulasi yang  mengatur tentang perdagangan lintas batas masih menggunakan 
regulasi lama (Border trade aggrement), namun regulasi tersebut tidak sesuai 
dengan perkembangan dan kemajuan bagi kabupaten perbatasan langsung 
maupun kabupaten lainnya seperti Kota Tarakan. 
 
6.2. Rekomendasi Kebijakan 
6.2.1. Perlu ada regulasi terbaru yang mengatur tentang perdagangan wilayah 
perbatasan langsung dan wilayah disekitarnya yang tidak berbatasan langsung 
seperti Kota Tarakan.  
6.2.2. Untuk mengatasi maraknya barang-barang illegal baik yang diekspor maupun 
yang diimpor, maka perlu penertiban pola perdagangan. Terkait dengan hal 
tersebut, maka dirumuskan tiga skenario sebagai pertimbangan bagi pemerintah 
dan pemerintah daerah Kota Tarakan yaitu: (i) barang-barang impor illegal 
dilegalkan (mengikuti aturan hukum), (ii) diperbolehkan dengan bersyarat, (iii) 
Dihentikan. 
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